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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan 

hidayahNya, sehingga  penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP 

DPMPTSP Kabupaten Temanggng disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk 

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama 

tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan 

transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. 

LKjIP DPMPTSP Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian 

sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten 

Temanggung yang tertuang dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah atau RKPD Tahun 

2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah “TEMANGGUNG 

UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”. 

Dalam mewujudkan misi kedua yaitu  “Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan 

yang Stabil”. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPMPTSP 

Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang 

direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang 

belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana 

evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, 
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baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan 

maupun koordinasi pelaksanaannya. 

Hasil pencapaian kinerja DPMPTSP Temanggung tidak terlepas dari 

kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun 

dalam implementasi serta pengawasannya.  

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan 

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP 

Kabupaten Temanggung Tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Temanggung, 24 Februari 2026 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 
AGUS MUNADI, S.Sos., MSi.. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 
1. Latar Belakang 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan 

pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab, telah diterbitkan. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah yang baik, selaku unsur pembantu pimpinan, 

dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja 

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem 

dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi 

masyarakat.  

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan 

yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, 

tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada 

lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan 

dengan hal tersebut Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan 

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan 
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dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja 

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

melaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten 

Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Temanggung, disebutkan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. 

Wewenang DPMPTSP Kabupaten Temanggung masih mengacu pada 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Pendelegasian wewenang Dinas Penanaman Modal Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut : 

a. Menerbitkan produk pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundah-undangan; 

b. Menerima dan memproses pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan; 
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c. Menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan 

standar pelayanan; 

d. Menandatangan dokumen perizinan dan non perizinan; 

e. Mencabut dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Mengadministrasi retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan; 

dan 

g. Menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. 

3. Susunan Organisasi 
Struktur organisasi DInas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

a. Kepala Sub Bagian Umum; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

c. Jabatan Fungsional Penanaman Modal; 

d. Jabatan Fungsional Perijinan Terpadu Satu Pintu 

 

Uraian tugas dan fungsi Kepala, Sekretaris, Sub Bagian Umum 

sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala 

Dinas mempunyai fungsi:  

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan 

Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 
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c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 

pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan di 

Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di 

bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan 

perizinan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta 

pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan 

pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan agar 

kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di 

bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan 

perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna peningkatan kualitas kerja;  

h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam 

penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan penanaman 

modal dan pelayanan perizinan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di 

bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan 

perizinan: 

j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengembangan 

penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun; 



LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

 

12 
 

l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun 

tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai 

ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. 

Sekretaris melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, 

masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai 

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 
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f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan 

dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem 

informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi 

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan 

dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta 

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 

ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan 

jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, 

kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 

kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan 

pertamanan, pengelolaan asset tetap dan aset tidak tetap, serta 

fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas; 

l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan 

jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar 

Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, 
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Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, 

Informasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan 

formasi kebutuhan pegawai Dinas; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud 

pelayanan prima; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja 

yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 

lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai 

ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 

lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat 

dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris sebagaimana dimaksud 

membawahi : 

a. Sub Bagian Umum;  

Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum antara lain:  
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➢ menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

➢ menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

➢ membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

➢ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas; 

➢ menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

➢ menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

➢ melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 

perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, 

kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 

pengelolaan asset tetap dan aset tidak tetap; 

➢ memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban 

kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan 

masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan 

serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

➢ merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan 

barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan 
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penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang 

persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

➢ melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 

melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka 

pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

➢ melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan 

asset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta 

melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset 

tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal; 

➢ menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 

kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara 

file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna 

terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

➢ menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, 

mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan 

kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), 

pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan 

(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian 

lainnya; 

➢ melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan 

sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat rapat 

maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas; 

➢ mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, 

dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, 

bersih, aman dan nyaman; 

➢ menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

➢ menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis 

Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional 
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Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja, serta pengusulan 

formasi kebutuhan pegawai Dinas;  

➢ menyiapkan bahan dan pengoordinasian 

pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, 

Pengelolaan Informasi Publik, Standar Pelayanan; 

➢ melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

➢ mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai 

ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian 

penghargaan dan sanksi; 

➢ menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan; 

➢ menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 

berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

➢ melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsi unit kerjanya. 

 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang 

terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai 

peraturan perundang-undangan.  

 

3. Koordinator Jabatan Fungsional merupakan unsur pembantu 

pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas yang terdiri dari: 
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a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal;  

Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

➢ pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun 

wilayah; 

➢ pengkajian, penyusunan dan pengusulan 

deregulasi/kebijakan penanamal modal lingkup daerah; 

➢ pengembangan potensi dan peluang penanaman modal 

lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui 

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan 

daya saing penanaman modal lingkup daerah; 

➢ penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 

penanaman modal lingkup daerah; 

➢ perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam 

dan luar negeri; 

➢ penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal; 

➢ pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

➢ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal, dan pendampingan 

hukum; 

➢ pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban 

perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;  

➢ pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system 

informasi penanaman modal; 

➢ pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat 

Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan 
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pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha; dan 

➢ penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, 

promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan 

dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi 

informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

menyelenggarakan fungsi: 

➢ pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan   perundang-undangan; 

➢ pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan 

pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan; 

➢ pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan 

nonperizinan; 

➢ pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 

pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan; 

➢ pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

➢ pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha 

dan nonperizinan; 

➢ pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 

Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan 

berusaha dan nonperizinan; dan 

➢ pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada 

masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha 

dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Struktur organisasi DInas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam 

bagan organisasi sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1.1 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung 
 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana 

di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, 

dan prasarana. Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 

27 (Dua puluh orang) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi 

pendidikan, golongan dan ruang sebagaimana tabel berikut ini: 
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Tabel. 1.1. 
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Temanggung  
Tahun 2025 

 
Gol  / Ruang Tingkat Pendidikan Jml 

SD SMP SMA D3/ D4 S1 S2 S3  
IV/c         
IV/b      1  1 
IV/a      2  2 
III/d     2 2  4 
III/c      1  1 
III/b     1   1 
III/a   1 1 4   6 
II/d    1    1 
II/c    1    1 
II/b         
II/a         
I/d         
PPPK     3   3 
PPPK PW   6  1   7 
         
Jumlah   7 3 11 6  27 

 Sumber : portal-bkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg, 2025 

 

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tidak cukup 

mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai 

kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana 

digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi 

perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, 

upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil 

negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DInas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Temanggung.  

   

Tabel. 1.2. 
Sarana dan Prasarana  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
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Kabupaten Temanggung Tahun 2025 
 

No Jenis  
Barang 

Kondisi Jumlah 

Baik Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

 

1 Tanah 1   1 

2 Gedung dan Gedung 3   1 

3 Kendaraan Dinas 12 2 1 15 

4 Peralatan dan Mesin 555   555 

5 Jalan, Jaringan dan 

Irigasi 

1   1 

6 Ekstrakomtable 107   107 

        Sumber : simbada.temanggungkab.go.i, 2025 

 

4. Isu Strategis  
 Terselenggaranya clean and good governance menjadi modal 

utama bagi DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebagai OPD 

pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten 

Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih 

dari KKN.   

Adapun Isu Strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya promosi penanaman modal dikarenakan belum 

tersedia I- Pro yang bisa ditawarkan 

Hal tersebut dikarenakan banyak proyek I Pro yang hanya berisi 

gambaran umum tanpa studi kelayakan dan tidak dilengkapi dengan 

adanya analis pasar. Minimnya partisipasi dalam forum investasi 

untuk mempromosikan. 

2. Belum optimalnya Investasi PMA dan PMDN dikarenakan 

infrastruktur di Kawasan Peruntukan Industri belum tersedia; 

3. Belum maksimalnya peta potensi investasi. 
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Salah satu instrumen strategis dalam upaa peningkatan inestasi 

daerah adalah keberadaan Peta Potensi Inestasi yang komprehensif 

akurat dan mudah diakses oleh calon investor. Namun demikian 

hingga tahun 2024 pemanfaatan dan pengembangan peta potensi 

investasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal 

 

B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat Lkjip 
a. Dasar Hukum  

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (PROPENAS); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
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Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;  

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 Tentang 

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; 

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 

2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 

Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung.   

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

b. Tujuan LKjIP  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten 

Temanggung disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang 

terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang telah dan 

seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan 

bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun 

yang akan datang. 

c. Manfaat LKjIP  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat  

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) 

tahun; dan 

2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah. 
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C. Sistematika LKjIP 
Penyusunan Laporan Kinerja   ini menggunakan sistematika  

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi. 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar  perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan. 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran 

kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga 

diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai 

kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja. 

BAB IV  PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

A. VISI MISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Temanggung 

1. Visi DPMPTSP 

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 

2020 Tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Visi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Temanggung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang 

Bersih dan Transparan Demi Meningkatnya Investasi.” 

Visi ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam memberikan 

pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akuntabel serta 

berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dunia usaha, sebagai 

upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah yang berkelanjutan. 

 

2. Misi DPMPTSP 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam Peraturan daerah 

tersebut juga menyebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Temanggung 

menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang 

bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan 

prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastia hokum; 

dan 

3. Mendorong masuknya investor. 

 

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (cascading) 

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 Bupati Temanggung Tahun 

2025–2029, yaitu “Diversifikasi dan Penciptaan Kegiatan Ekonomi”, Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

menetapkan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD 

Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 melalui optimalisasi 

pelaksanaan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. 

Tujuan tersebut diarahkan pada peningkatan realisasi investasi daerah 

serta peningkatan kualitas dan cakupan layanan pada Mal Pelayanan 

Publik (MPP). 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP menetapkan 3 (tiga) 

sasaran yaitu : 

1. Meningkatnya Proyek Investasi; 

2. Meningkatnya jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan 

Publik); 

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam 

Pelayanan Publik. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan 

dan sasaran DPMPTSP yaitu : 

1. Program Pengembangan Iklim penanaman Modal dengan kegiatan; 

➢ Kegiatan kemitraan usaha besar dan UMKM 

➢ Penyusunan peta potensi investasi 

2. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan; 

➢ Pelaksanaan dan penyusunan strategi promosi penanaman 

modal 

3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan: 

➢ Perlayanan perizinan terintegrasi secara elektronik 

➢ Konsultasi perizinan berbasis risiko 

➢ Pengelolaan data dan system informasi perizinn 

➢ Kordinasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif 

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

➢ Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

➢ Administrasi keuangan Perangkat Daerah 
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➢ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

➢ Administasi Umum Perangkat Daerah 

➢ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

➢ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

➢ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
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TABEL 2.1 

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Meningkatnya Realisasi 
Investasi PMA, PMDN dan 
Pelayanan MPP (Mal 
Pelayanan Publik) 

      Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN     

Meningkatnya Proyek 
Investasi 

    Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN     

    Meningkatnya 
kemudahan 
berinvestasi 

  Persentase Realisasi Total terhadap target 
investasi 

2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN MODAL 

  

      Jumlah kesepakatan 
kemitraan antara usaha 
besar (PMA/PMDN) dengan 
UMKM di daerah 

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha 
Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 

2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 
yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha 
Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 

2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

  

      Jumlah dokumen peta 
potensi investasi 
kabupaten/kota 

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

  

    Meningkatnya 
jangkauan promosi 
penanaman modal 

  Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 

2.18.03 - PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

  

      Jumlah Penyelenggaraan 
Promosi Penanaman Modal 
yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Kabupaten/Kota 

2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman 
Modal Kab/Kota 

2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
        Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Kabupaten/Kota 
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman 
Modal Kab/Kota 

2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman Modal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  

  Meningkatnya jumlah 
layanan di MPP (Mal 
Pelayanan perizinan)  

    Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP     

        Persentase layanan  yang memenuhi standar 
waktu pelayanan 

    

  Meningkatnya kualitas 
tata kelola perangkat 
daerah dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
keuangan, 
administrasi umum 
dan kepegawaian 

  Persentase ketersediaan administrasi keuangan, 
umum dan jasa penunjang perangkat daerah  

2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  

      Jumlah dokumen 
perencanaan Perangkat 
Daerah yang disusun 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah  

2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

  

        Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah  

2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

  

      Jumlah Laporan 
Administrasi Keuangan  
yang disusun tepat waktu 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  

        Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  

      Jumlah Laporan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  

        Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
      Jumlah Laporan kegiatan 

administrasi umum 
perangkat daerah 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

  

        Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

  

        Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

  

        Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

  

        Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

  

        Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen 
InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor 

  

        Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

  

        Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

  

        Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu   

        Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

  

      Jumlah pengadaan barang 
milik daerah 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

  

        Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
      Jumlah kegiatan penunjang 

urusan pemerentah daerah 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  

2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 
 
  

2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

  

        Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  

      Jumlah jasa pemeliharaan 
barang milik daerah 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

        Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

        Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  

        Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
        Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi 
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

  

        Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

  

    Meningkatnya 
perizinan berusaha 
berbasis risiko 

  Persentase Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Bebas Calo 

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

  

        Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi 
Penanaman Modal 

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

  

      Jumlah Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Secara 
Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang 
menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

  

        Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh 
Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Terintegrasi secara Elektronik 

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

  

        Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 
Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

  

        Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang 
menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 

2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Daerah 

  

        Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 
Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara 
Elektronik 

  

        Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh 
Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Terintegrasi secara Elektronik 

2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan 
pengelolaan Layanan konsultasi perizinan 
berusaha berbasis risiko 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
      Jumlah Pengelolaan data 

dan sistem informasi 
penanaman modal 

  2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

  

          2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

  

    Terkendalinya 
pelaksanaan 
penanaman modal 

  Persentase Pengendalian dan Pengawasan 
penanaman modal 

2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

  

      Terlaksananya 
Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 
Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,  Profil dan 
Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku  
DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan 
Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan 
Perizinan Berusaha  

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan 
Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan  
Hambatan yang  dihadapi Pelaku Usaha dalam 
merealisasikan Kegiatan Usahanya 

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

  

        Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan  
Hambatan yang  dihadapi Pelaku Usaha dalam 
merealisasikan Kegiatan Usahanya 

2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian 
Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi 
Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

  

        Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan 
Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada 
Pelaku Usaha 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
        Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,  Profil dan 
Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku  
DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan 
Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan 
Perizinan Berusaha 

2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman 
Modal 
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C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 

sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 2.2 

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran  
 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TUJUAN & SASARAN 

TARGET  

2025  

TW I & II 

(1) (2) (3)  

Meningkatnya 
Perekonomian 
Daerah 

Meningkatnya 
Laju Investasi 
dan Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan 

• Pertumbuhan Realisasi 
Investasi 
 

• 3 % 

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 
 

 
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran  

 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TUJUAN & SASARAN 

TARGET  

2025  

TW III & IV 

(1) (2) (3)  

Meningkatnya 
Realisasi 
Investasi PMA, 
PMDN dan 
Pelayanan MPP 
(Mal Pelayanan 
Publik) 

 • Nilai realisasi investasi 
PMA dan PMDN  
 

• 2.150 

Meningkatnya 
Proyek Investasi 

• Jumlah proyek investasi 
PMA dan PMDN  

 

• 5.010 

Meningkatnya 
Layanan di MPP 

• Persentase layanan yang 
memenuhi standar waktu 
pelayanan 

• Peningkatan jumlah 
layanan di  MPP 
 

• 90 % 
 
 

•      1 
Layanan 

Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola Perangkat 
Daerah dalam 
Pelayanan Publik 

• IKM Perangkat Daerah 
• Nilai AKIP Perangkat 

Daerah 

• 94 
• 79 

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung 2025-2029 
 

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja 

sasaran pada indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung 

pada dokumen RPJMD sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Program dan Kegiatan 
 

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM Indikator Program Kegiatan Penanggung 
Jawab 

1 Meningkatnya Proyek 
Investasi 

1.1 Program  Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

  Kepala 
DPMPTSP 

1.2 Promosi Penanaman 
Modal 

Persentase Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman Modal 

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kepala 
DPMPTSP 

2 Meningkatnya Layanan di 
MPP 

2.1 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

PersentasePelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Bebas Calo 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Kepala 
DPMPTSP 

Persentase Pemanfaatan Data dan 
Informasi Penanaman Modal 

 Kepala 
DPMPTSP 

2.1 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Persentase Pengendalian dan 
Pengawasan Penanaman Modal 

Pengendalian dan Pelaksanaan 
penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Kepala 
DPMPTSP 

3 Meningkatnya Kualitas 
Tata Kelola Perangkat 
Daerah dalam Pelayanan 
Publik 

3.1 Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase Ketersediaan Administrasi 
Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sekretaris 
Dinas 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Sekretaris 
Dinas 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Sekretaris 
Dinas 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Sekretaris 
Dinas 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
pemerintahan Daerah 

Sekretaris 
Dinas 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Sekretaris 
Dinas 

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung 2025-2029 



LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

 

39 
 

 
D. Anggaran Tahun 2025 per Program Dinas Penananaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung 

dalam rangka mewujudkan target kinerja Tahun 2025 didukung oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2025. APBD tersebut telah ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.773.759.263,00. 

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan dalam Peraturan 

Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran DPMPTSP 

mengalami perubahan menjadi sebesar Rp3.576.216.948,00 atau 

berkurang sebesar Rp. 193.671.115,00. 

 
Tabel 2.5 

Anggaran Per Program Tahun 2025 
 

NO URAIAN 

JUMLAH 
ANGGARAN 
PENETAPAN 

JUMLAH 
ANGGARAN 
PERUBAHAH 

Bertambah/ 
(Berkurang) 

 URUSAN PEMERINTAH BIDANG 
PENANAMAN MODAL 

   

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp. 3.549.759.263 Rp. 3.356.088.148 Rp. (193.671.115) 

2 Program Promosi Penanaman 
Modal 

Rp. 7.000.000 Rp. 69.076.300 Rp. 69.076.300 

3 Program Pelayanan Penanaman 
Modal 

Rp. 182.000.000 Rp. 119.042.000 (Rp. 62.958.000) 

4 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

Rp. 35.000.000 Rp. 25.010.500 (Rp. 9.989.500) 

 Jumlah Belanja Rp. 3.773.759.263 Rp. 3.576.216.948 Rp. (197.542.315) 
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Tabel 2.6 
Perjanjian Kinerja DPMPTSP 

Tahun 2025 

No Tujuan/Sasaran/Program Sasaran/Program Sasaran Program Indikator Target 
Kinerja 

 (1) (1) (1) (2) (3) 

 Meningkatnya Realisasi Investasi 
PMA, PMDN dan Pelayanan MPP 
(Mal Pelayanan Publik) 

  Nilai Realisasi Investasi PMA dan 
PMDN 

Rp. 2.150 
Milyar  

  Meningkatnya Proyek Investasi  • Jumlah proyek investasi PMA dan 
PMDN  

 5.010 
Proyek 

  Meningkatnya Layanan di MPP  • Persentase layanan yang 
memenuhi standar waktu pelayanan 

• Peningkatan jumlah layanan di  
MPP 

92 % 
 
1 Layanan 

  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Perangkat Daerah dalam 
Pelayanan Publik 

 •  IKM Perangkat Daerah 
• Nilai AKIP Perangkat Daerah 

• 93 
• 79 

      

  Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

Meningkatnya kemudahan 
berinvestasi 

• Persentase Realisasi Total 
terhadap target investasi 

• 90 % 

  Program Promosi Penanaman 
Modal 

Meningkatnya jangkauan promosi 
penanaman modal 

• Persentase pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman Modal 

• 90 % 

  Program Pelayanan Penanaman 
Modal 

Meningkatnya perizinan berusaha 
berbasis risiko 

• Persentase Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan Bebas Calo 

• 90 % 

    • Persentase Pengelolaan Data dan 
Sistem Informasi Penanaman Modal 

• 90 % 
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No Tujuan/Sasaran/Program Sasaran/Program Sasaran Program Indikator Target 
Kinerja 

 (1) (1) (1) (2) (3) 

  Program Pengandalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

Terkendalinya pelaksanaan 
penanaman modal 

• Persentase Pengendalian dan 
Pengawasan penanaman modal 

• 90 % 

  Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Perangkat Daerah 

• Persentase Ketersediaan 
Administrasi keuangan yang 
disusun 

• 90 % 

    • Persentase Adminitrasi 
Kepegawaian, Umum dan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
daerah yang tersedia 

• 90 % 

    • Persentase Ketersediaan Capaian 
Laporan Kinerja 

• 90 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan 

progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam 

rangka pencapian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang 

berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan 

dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah 

ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi 

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang tercantum 

dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Dalam 

rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka 

menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI 
1 91 % ≤ 100,00 % Sangat Tinggi 
2 76 % ≤ 90,00 % Tinggi 
3 66 % ≤ 75,00 % Sedang 
4 51% ≤ 65,00 % Rendah 
5 ≤ 50,00 % Sangat Rendah 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

 



LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

 

43 
 

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian 

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka 

capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase 

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka 

capaian kinerja.  

 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP 

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten 

Temanggung   dilakukan untuk mengukur progres pencapaian target kinerja 

tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 

Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten 

Temanggung pada Tahun 2025 yang merupakan pengukuran keberhasilan 

dalam mendukung pencapaian Misi 2 (Dua) RPJMD Kabupaten 

Temanggung Tahun 2025–2029, yaitu mendorong diversifikasi 

perekonomian daerah untuk penghidupan yang stabil. IKU difokuskan 

pada peningkatan realisasi investasi serta kualitas pelayanan publik di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Capaian IKU DPMTSP Tahun 2025 

 
No. Program No. Indikator Kinerja 

Target Kinerja Realisasi Kinerja 
2024 2025 2026 2024 2025 

Indikator Kinerja Daerah (IKD) 
1   Nilai Realisasi Investasi 2.145.092.838.518 2.150.000.000.000 2.152.000.000.000 2.145.092.838.518 2.159.940.588.136 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) 
1   Nilai IKM Perangkat Daerah 92,27 93 94 91,69 94,2 
   Nilai AKIP Perangkat Daerah 69, 79 83 69,5 81,5 
   Nilai Realisasi PMA dan PMDN 2.145.092.838.518 2.150.000.000.000 2.152.000.000.000 4,83  
   Persentase layanan yang memenuhi standar 

waktu pelayanan 
n.a 90% 92% n.a 100 

   Realisasi Proyek Investasi n.a 5.010 5.020 n.a 13.586 
   Peingkatan jumlah layanan di MPP n.a 1 1 n.a 5 

Indikator Program 
1 Program 

Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

1 Persentase tersedianya informasi peluang usaha 
sector unggulan 

100 
 

100 100 100 100 

  2 Persentase perusahaan yang bermitra 50 60 70 100 100 
2 Program Promosi 

Penanaman Modal 
3 Persentase promosi penanamanmodal 25 50 75 100 100 

3 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

4 Persentase pelayanan perizinan secara 
elektronik 

100 100 100 100 100 

  5 Persentase perizinan yang diterbitkan tepat 
waktu 

100 100 100 100 100 

  6 Persentase pengaduan masyarakat yang 
tertangani 

100 100 100 100 100 

4 Program 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

7 Persentase pengendalian penanaman modal 12 16 20 100 100 

5 Program Pengelolaan 
Data dan Sistem 
Informasi Penanaman 
Modal 

8 Persentase pengelolaan data dan informasi 
penanaman modal 

100 100 100 100 100 

Sumber : IKPD DPMPTSP, Triwulan IV 2026 
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2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja 

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Tujuan 

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinti 

yang dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 

DPMPTSP Tahun 2025-2029 adalah “ Meningkatnya Realisasi Investasi 

PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik). Indiktor 

Kinerja yang digunakan mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah 

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, sesuai tabel berikut ini: 

 
Tabel 3.3 

Capaian Indikator Tujuan DPMPTSP 
Tahun 2025 

TUJUAN : 
Meningkatnya Realissi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan Mal Pelayanan Perizinan (MPP) 

No Indikator Tujuan Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Tahun 2024 
(%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029  

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
(%) 

Target 
Th 2029 

Realisasi 
Th 2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 
2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8 9 10=9/8*1
00 

1 Nilai Realisasi 
Investasi PMA 
dan PMDN 

Rupiah 100% 2.150 M 2.159 M 100 2.160 M 2.159 M 99% 

Capaian Kinerja Tujuan   100    

Sumber: DPMPTSP,2025 

Berdasarkan tabel capaian indikator tujuan DPMPTSP Kabupaten 

Temanggung Tahun 2025, target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 

sebesar Rp. 2.150 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 2.159 miliar, 

sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi pada 

tahun 2025 telah memenuhi target bahkan sedikit melampaui target yang 

direncanakan. 

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang juga mencapai 

100% dari target, maka kinerja investasi pada tahun 2025 menunjukkan 

konsistensi capaian kinerja yang baik. Kondisi ini mencerminkan bahwa 

upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan iklim 

investasi melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas 

pelayanan, serta optimalisasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik 
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(MPP) mampu memberikan dampak positif terhadap realisasi investasi 

daerah. 

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra 

DPMPTSP Tahun 2025–2029 sebesar Rp. 2.160 miliar, maka realisasi 

investasi tahun 2025 telah mencapai Rp. 2.159 miliar atau sekitar 99% 

dari target akhir periode Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa capaian 

investasi pada awal periode perencanaan strategis sudah mendekati 

target jangka menengah yang telah ditetapkan. Sementara itu, jika 

dibandingkan dengan target investasi nasional yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat, capaian realisasi investasi Kabupaten Temanggung 

yang mencapai 100% dari target daerah menunjukkan kontribusi yang 

baik dalam mendukung peningkatan investasi secara nasional. 

Keberhasilan pencapaian target realisasi investasi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kualitas 

pelayanan perizinan yang lebih cepat dan transparan, optimalisasi 

pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, serta peningkatan koordinasi 

dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung 

kemudahan berusaha. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja antara lain melalui 

penguatan promosi potensi investasi daerah, peningkatan kualitas 

pelayanan perizinan berbasis elektronik, serta pemantauan dan evaluasi 

terhadap realisasi investasi secara berkelanjutan. 

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

indikator tujuan ini antara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal, yang dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan seperti promosi potensi investasi daerah, 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, 

fasilitasi dan pendampingan investasi, serta pemantauan dan 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pelaksanaan program dan 

kegiatan tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan 

kemudahan berusaha serta mendorong meningkatnya realisasi investasi 

daerah. 



LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

 

47 
 

Sebagai bentuk dokumentasi hasil kinerja, berbagai kegiatan yang 

telah dilaksanakan antara lain kegiatan promosi investasi daerah, 

pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik, fasilitasi kemitraan 

usaha, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah 

melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Kegiatan-kegiatan 

tersebut tidak hanya mendukung pencapaian target investasi, tetapi juga 

memperkuat iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan. 

 

Gambar 2.1  
Foto Kegiatan Promosi Investasi 
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Gambar 2.2 
Foto kegiatan Pelayanan Perizinan 

 

  

  

 

Gambar 2.3 
Kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha, 

Sera Monitoring dan evaluasi  kepada Pelaku Usaha 
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 Capaian ini menunjukan bahwa kinerja DPMPTSP dalam 

mendorong realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah berjalan efektif dan 

mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. keberhasilan tersebut 

mencerminkan kinerja DPMPTS dalam memberikan kemudahan 

pelayanan perizinan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui Mal Pelayanan Publik. 

 Indiktor nilai realisasi investasi merupakan ukuran langsung 

keberhasilan dalam menarik dan merealisasikan investasi riil. Dengan 

capaian 100% dapat disimpulkan bahwa tujuan DPMPTSP tahun 2025 

telah tercapai secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

- Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; 

- UMR kompetitif; 

- Harga tanah kompetitif; 

- Akses menuju pelabuhan dan bandara dekat; 

- Sumber daya manusia tersedia; dan 

- Angka kriminalitas rendah. 

 

b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan 

Sasaran Program. 

Pengukuran kinerja Tahun 2025, seluruh sasaran strategis 

DPMPTSP Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat 

baik dengan realisasi mencapaian 100% bahkan melampaui target  

sebagai berikut: 

 

➢ Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah 

dalam Pelayanan Publik, dengan indictor sasaran Nilai IKM dengan 

capaian target sebesar nilai 94 dan Nilai AKIP target nilai 79, dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 
Capaian Sasaran Strategis  

DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025 

 Sasaran 1 : 
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 

No Indikator 
Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
(%) 

Target 
Th 

2029 

Realisasi 
Th 2025 

Capaian 
Kinerja s/d 

2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8 9 10=9/8*100 

1 Nilai IKM PD Nilai 91,6 94 94 100 96,5 94 97 % 

2 Nilai AKIP PD Nilai 69,30 79 81,5 100 91,2 81,5 89 % 

Capaian Kinerja Sasaran  100     

 

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian sasaran strategis Meningkatnya 

Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 

Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana seluruh 

indikator mencapai 100%. Nilai IKM PD terealisasi sesuai target (94), 

sedangkan Nilai AKIP PD melampaui target (81,5 dari target 79). Hal 

ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas 

kinerja telah berjalan optimal. 

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya tahun 

2024 Nilai IKM PD dan AKIP menunjukkan peningkatan, capaian 

Tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan hasil maksimal pada 

kedua indikator. Dibandingkan dengan target jangka menengah 

Renstra 2025–2029, capaian Nilai IKM PD telah mencapai 97% dari 

target akhir (96,5), sedangkan Nilai AKIP PD mencapai 89% dari 

target (91,2), yang menunjukkan progres yang baik dan berada pada 

jalur pencapaian target akhir. 

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, capaian IKM 

yang berada pada nilai 94 termasuk dalam kategori sangat baik, dan 

capaian AKIP yang meningkat menunjukkan penguatan sistem 

akuntabilitas kinerja sesuai arah kebijakan nasional. 

Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi 

pelayanan publik, penerapan sistem perizinan berbasis digital, serta 

penguatan tata kelola dan pelaporan kinerja. Selain itu, dukungan 
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program penunjang dan konsistensi pelaksanaan kegiatan turut 

berkontribusi terhadap capaian tersebut. Dari sisi efisiensi, capaian 

kinerja 100% dengan realisasi anggaran yang tidak maksimal 

menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan 

demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah efektif dalam 

mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Berikut tabel 

Penilaian Kinerja DPMPTSP dan tabel Indikator Kepuasan 

Masyarakat  tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Dan Tabel  

 

Tabel 3.5 
Penilaian Kinerja 
Tahun 2021-2025 

 

No. Komponen Bobot 
Nilai 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Perencanaan Kinerja 30,00 24,79 20,70 20,70 21,90 22,80 

2 Pengukuran Kinerja 30,00 15,39 20,40 20,40 21,90 26,10 

3 Pelaporan Kinera 15,00 11,06 10,05 10,05 10,50 12,60 

4 Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal 

25,00 16,67 16,67 17,50 15,00 20,00 

 Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

100,00 67,91 68,65 68,65 69,30 81,50 

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV 

Tabel 3.6 
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2021-2025  
 

No Tahun 
Nilai 

TW I TW II TW III TW IV 

1 2021 85,50 84,03 87,86 88,82 
2 2022 85,48 87,95 86,67 89,41 
3 2023 84,20 85,20 84,56 89,32 
4 2024 90,72 91,24 92,24 92,27 
5 2025 92,98 93,01 94,91 96,03 

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV 

 

➢ Sasaran II : Meningkatnya Proyek Investasi dengan Indikator Kinerja  

nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dengan target Rp 2.150 Milyar 
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dan realisasi proyek investasi dengan target 5.010 proyek, sebagai 

mana terlihat dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 3.7 

Capaian Sasaran Strategis  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025 

 
Sasaran 2: 

Meningkatnya Proyek Investasi 

No Indikator Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 
(%) 

Target 
Th 

2029 

Realisasi 
Th 2025 

Capaian 
Kinerja s/d 

2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8 9 10=9/8*100 

1 Nilai Realisasi 
Investasi PMA 
dan PMDN 

Rupiah 100% 2.150 M 2.159 M 100 2.160 M 2.159 M 99% 

2 Realisasi Proyek 
Investasi PMA 
dan PMDN 

Proyek n.a 5.010 13.586 100 5.060 13.586 100% 

Capaian Kinerja Sasaran  100     

 
Berdasarkan tabel 3. data Sasaran 2 Meningkatnya Proyek 

Investasi, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik 

dengan seluruh indikator mencapai 100%. Nilai realisasi investasi 

PMA dan PMDN terealisasi sebesar Rp2.159 miliar dari target 

Rp2.150 miliar, sedangkan realisasi proyek investasi mencapai 

13.586 proyek dari target 5.010 proyek, yang menunjukkan capaian 

jauh melampaui target. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi 

investasi menunjukkan tren stabil pada level optimal (100%), 

sementara jumlah proyek investasi mengalami peningkatan signifikan. 

Dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029, 

nilai investasi telah mencapai 99% dari target akhir (Rp2.160 miliar), 

sedangkan jumlah proyek telah melampaui target Renstra (5.060 

proyek) atau mencapai 100%, yang menunjukkan akselerasi 

pertumbuhan investasi daerah. 

Secara nasional, capaian ini sejalan dengan arah kebijakan 

peningkatan realisasi penanaman modal dan kemudahan berusaha, 

serta mencerminkan daya tarik investasi daerah yang semakin baik. 
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Keberhasilan ini didukung Pemberian Insentif dan kemudahan 

Penanaman  Modal, Akses menuju pelabuhan dan bandara yang 

mudah, ketersediaan sumber daya manusia dan angka kriminalitas 

rendah sehingga efektif dalam mendorong peningkatan investasi di 

Kabupaten Temanggung. 

Adapun faktor penghambat tercapainya sasaran tersebut adalah 

kondisi KPI yang tersedia belum memiliki fasilitas yang memadai, 

realisasi investasi didominasi oleh sektor UMM sehingga semakin 

lama potensi realisasi investasi mikro kecil. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut 

adalah menginventarisir perubahaan yang akan melakukan perluasan 

usaha dan melakukan pendampingan dalam proses perizinannya. 

Realisaisai Investasi PMA dan PMDN dan Jumlah Proyek 

Investasi Tahun 2021 sampai Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 3.8 
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN 

Tahun 2021-2025 
 

NO URAIAN 
TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 Nilai investasi PMDN  1.486 1.529 1.326 1.923 1.864,1 
2 Nilai investasi PMA 10 306 719 221 295,8 
3 Jumlah investasi PMA dan 

PMDN 
1.496 1.836 2.046 2.145 2.159,9 

Sumber : OSS.go.id 
Ket  : dalam Milyar 

 
Tabel 3.9 

Jumlah Proyek Investasi 
Tahun 2021-2025 

 

NO URAIAN 
TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 Proyek Investasi PMDN  7.91 9.409 11.041 11.713 13.472 

2 Proyek Investasi PMA 574 12 25  96 114 
3 Jumlah Proyek investasi 

PMA dan PMDN 
8.487 9.421 12.869 11.809 13.586 

Sumber : DPMPTSP data diolah 
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➢ Sasaran III : Meningkatnya  Layanan di MPP dengan Indikator Kinerja 

Jumlah Layanan yang Memenuhi Standar Waktu Pelayanan dan 

Peningkatan Jenis Layanan dengan target 1 layanan. Sasaran III ini 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 3.10 

Capaian Sasaran Strategis  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025 

 
Sasaran 3: 

Meningkatnya Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) 

No Indikator Sasaran Satuan 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2024 (%) 

Tahun 2025 Renstra 2025-2029 

Target Realisa
si 

Capaian 
Kinerja 
(%) 

Target 
Th 

2029 

Realisasi 
Th 2025 

Capaian 
Kinerja 

s/d 2025 

1 2 3 4 5 6 7=6/5*100 8 9 10=9/8* 
100 

1 Persentase layanan yang memenuhi 
standar waktu pelayanan 

% n.a 90 100 100 98 100 100 % 

2 Peningkatan jumlah jenis layanan MPP Layanan n.a 1 5 100 8 5 62% 

          

Capaian Kinerja Sasaran  100     
    Sumber : IKPD 2025 

Pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis “Meningkatnya Layanan 

Mal Pelayanan Publik (MPP)” dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu 

persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan serta peningkatan 

jumlah jenis layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, 

indikator persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan 

menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu dari target sebesar 90% dapat 

terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target. Hal ini menunjukkan 

bahwa seluruh layanan telah memenuhi standar waktu pelayanan yang 

ditetapkan. Sementara itu, indikator peningkatan jumlah jenis layanan MPP juga 

menunjukkan capaian optimal, dimana dari target penambahan 5 jenis layanan 

dapat terealisasi seluruhnya (100%), bahkan secara kumulatif jumlah layanan 

telah mencapai 8 jenis layanan. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024), kedua indikator 

belum dapat dilakukan analisis tren secara komprehensif karena data capaian 

tahun sebelumnya belum tersedia (n.a). Namun demikian, capaian tahun 2025 
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menunjukkan kinerja yang sangat positif sebagai baseline untuk pengukuran 

kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra 2025–

2029, indikator persentase layanan sesuai standar waktu pelayanan telah 

mencapai target akhir Renstra (100%), sehingga capaian kinerja sampai dengan 

tahun 2025 telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa target jangka 

menengah telah tercapai lebih awal. Sedangkan untuk indikator peningkatan 

jumlah jenis layanan MPP, capaian kumulatif sampai dengan tahun 2025 baru 

mencapai 62% dari target Renstra (target 8 layanan, terealisasi 5 layanan pada 

tahun berjalan), sehingga masih diperlukan upaya optimalisasi pada tahun-tahun 

berikutnya. 

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, capaian indikator 

pelayanan yang memenuhi standar waktu pelayanan telah sejalan bahkan 

melampaui ekspektasi pelayanan publik yang ditetapkan secara nasional, 

khususnya dalam hal kecepatan dan kepastian layanan. Hal ini mencerminkan 

kualitas pelayanan yang semakin baik dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. 

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor 

pendorong, antara lain peningkatan digitalisasi layanan, optimalisasi sistem 

antrean dan monitoring layanan, serta penguatan koordinasi antar instansi dalam 

penyelenggaraan MPP. Di sisi lain faktor penghambat adalah; belum optimalnya 

capaian pada indikator jumlah layanan disebabkan oleh adanya keterbatasan 

integrasi lintas instansi serta proses penyesuaian regulasi teknis layanan. 

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain peningkatan koordinasi dengan 

instansi vertikal, percepatan integrasi layanan berbasis elektronik, serta 

penyederhanaan prosedur pelayanan. 

Untuk mencapai target tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui aspek seperti kemudahan prosedur, kecepatan, biaya, kometensi 

petugas dan penanganan pengaduan yang cepat. 

Dari sisi efisiensi sumber daya, capaian kinerja yang tinggi dapat diraih 

dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien, khususnya melalui 

optimalisasi teknologi informasi dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah 
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tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara penggunaan 

sumber daya dengan hasil kinerja yang dicapai. 

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran 

ini antara lain pengembangan dan inovasi layanan MPP, peningkatan kualitas 

sistem pelayanan berbasis digital, serta kegiatan pembinaan dan koordinasi 

dengan instansi penyedia layanan. Sementara itu, kendala dalam penambahan 

jenis layanan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kesiapan 

instansi mitra dan regulasi yang harus dipenuhi. Jumlah layanan di MPP dapat 

dilihat dalam tabel 3.11 dibawah ini:  

Tabel 3.11 
Jumlah Layanan MPP 

Tahun 2024-2025 
 

No. Instansi/Gerai 
Jumlah 
layanan 

2024 2025 
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9 9 
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 3 3 
3. Dinas Sosial 5 5 
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 7 
5. Dinas Kesehatan 9 9 
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 6 6 
7. Dinas Perhubungan 2 2 
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 

Lingkungan Hidup 
2 2 

9. Helpdesk OSS 4 4 
10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6 6 
11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 15 15 
12. Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olah Raga 6 6 
13. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 3 3 
14. UKPBJ Bag PBJ SETDA TMG 2 2 
15. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah/SAMSAT 2 2 
16. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 1 1 
17. Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Wonosobo 2 2 
18. Kepolisian Resort/POLRES Temanggung 3 3 
19. BPS (Badan Pusat Statistik) 4 4 
20. Kejaksaan Negeri 3 3 
21. Kementrian Agama 22 22 
22. BPJS Kesehatan 3 3 
23. BPJS Ketenagakerjaan 4 4 
24. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 4 4 
25. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 5 6 
26. TASPEN  1 
27. BP3MI  3 

 Jumlah 132 137 
Sumber : DPMPTSP data diolah 

  

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian 

sasaran strategis Tahun 2025 disimpulkan bahwa kinerja DPMPTSP 

Kabuaten Temanggung menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan 
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seluruh indikator strategis mencapai atau melampaui target yang telah 

ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, 

konsistensi pelaksanaan program serta sinergi antar bidang dalam 

mendukung peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan. 

Pengukuran capaian sasaran program Tahun 2025 dilakukan 

melalui perbandingan antara target kinerja sebesar 90% dan realisasi 

masing-masing indiktor kinerja sasaran. Berdasarkan hasil 

pengukuran, seluruh indikator pada lima sasaran program terealisasi 

100%. Capaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

➢ Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi melalui Program 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan indikator kinerja 

persentase realisasi total terhadap target investasi mencapai 100%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penciptaan iklim usaha yang 

kondusif mampu mendorong optimalisasi realisasi investasi daerah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: 

1. Faktor Pendorong: 

• Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;  

• Upah Minimal Regional (UMP) kompetitif;  

• Harga tanah kompetitif; Akses menuju pelabuhan dan bandara 

dekat;  

• Ketersediaan Sumber daya manusia ; dan  

• Angka kriminalitas rendah. 

2. Faktor Penghambat: 

• Kondisi KPI yang masih tersedia berada di dalam dan belum ada 

akses masuk;  

• Realisasi investasi didominasi oleh sektor UMKM, sehingga 

semakin lama potensi realisasi investasi mikro kecil semakin 

habis; dan 

• Prediksi penurunan minat investasi yang dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi global. 

3. Upaya Tindak Lanjut: 
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• Menginventarisir perusahaan yang akan melakukan perluasan 

usaha; dan 

• Melakkan pendampingan dalam proses perizinan. 

 

➢ Pada sasaran Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal, 

dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal. Seluruh kegiatan promosi terlaksana 100%, 

mencerminkan efektivitas upaya perluasan informasi dan pemasaran 

potensi daerah kepada calon investor. 

1. Faktor Pendorong: 

• Iklim investasi yang kondusif; dan 

• Kersama dengan pihak lain  

2. Faktor Penghambat: 

• Belum ada peta potensi investasi sebagai bahan promosi. 

3. Upaya Tindak Lanjut: 

• Melakukan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait untuk 

meyusun peta potensi sebagai bahan promosi 

 

➢ Pada sasaran Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

indikator pelayanan perizinan dan non perizinan yang bebas calo serta 

pengelolaan data dan informasi penanaman modal masing-masing 

mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas tata 

kelola pelayanan berbasis risiko yang transparan, akuntabel, dan 

didukung sistem informasi yang memadai. 

1. Faktor Pendorong: 

• Pelayanan berbasis online yang dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun mengurangi GAP antara pemohon dengan MPP; 

dan 

• Transformasi digital mendorong kemudahan dalam 

pengelolaan data dan sistem informasi. 

2. Faktor Penghambat: 

• Masih adanya pemohon yang belum memahami tata cara 

permohonan baik secara online maupun hadir fisik di MPP; dan 
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• Saat ini belum terdapat data secara satu pintu karena ada yang 

masih manual dan ada yang sudah menggunakan aplikasi 

sesuai dengan ketentuan Kementrian Investasi melalui OSS. 

3. Upaya Tindak lanjut: 

• Melakukan sosialisasi secara kontinyu untuk mendorong dan 

meningkatkan pemahaman tata cara prosedur permohonan 

layanan kepada masyarakat; dan 

• Menggunakan kertas kerja sebagai alat bantu untuk merekap 

data dari perizinan yang masih dilaksanakan secara manual. 

➢ Pada sasaran Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal, pada 

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan 

Indiktor Kinerja persentase pengendalian dan pengawasan 

penanaman modal terealisasi 100%, menandakan fungsi monitoring 

dan evaluasi berjalan konsisten sehingga kepatuhan pelaku usaha 

dapat terjaga. 

1. Faktor Pendorong: 

• Ketersediaan sitem pelaporan kegiatan usaha yang efektif. 

2. Faktor Penghambat: 

• Belum semua perusahaan melakukan pelaporan kegiatan 

usahanya. 

3. Upaya Tindak lanjut: 

• Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM 

kepada Pelaku Usaha; dan 

• Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha. 

 

➢ Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Perangkat Daerah, pada Program Penunjang Urusan Perangkat 

Daerah dengan Indiktor Kinerja Persentase Ketersediaan 

Administrasi keuangan yang Disusun Tepat Waktu dengan capaian 

kinerja 100%, Indiktor Kinerja Persentase Administrasi kepegawaian, 

umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 

dengan capaian 100 %, dan Persentase ketersediaan Capaian 

Laporan Kinerja dengan capaian 100%.  
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1. Faktor Pendorong: 

• Komitmen pinminan dan seluruh Pegawai dalam mendukung 

tertib administrasi keuangan, kepegawaian dan pelaporan 

kinerja; 

• Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas terkait 

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, serta 

penyusunan laporan kinerja; 

• Pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan 

keuangan, kepegawaian, dan pelaporan sehingga proses 

menjadi lebih cepat dan akurat; dan 

• Koordinasi internal yang baik antar bidang/subbagian dalam 

mendukung penyediaan administrasi secara tepat waktu. 

2. Faktor Penghambat: 

• Adanya perubahan kebijakan di bidang keuangan, 

kepegawaian, dan pelaporan kinerja yang menuntut 

penyesuaian cepat; 

• Gangguan teknis pada aplikasi pengelolaan keuangan, 

kepegawaian, maupun pelaporan dapat menghambat proses 

administrasi; dan 

• Koordinasi lintas bidang sering keterlambatan penyampaian 

data sehingga mempengaruhi ketapatan waktu penyusunan 

administrasi. 

3. Upaya Tindak lanjut: 

• Optimalisasi waktu dalam penggunaan aplikasi; 

• Meningkatkan koordinasi dan moinitoring untuk memastikan 

ketepatan waktu dalam penyusunan administrasi; 

• Meningkatkan ketertiban administrasi dan validasi data melalui 

system pengelolaan arsip yang baik; dan  

• Penerapan manajemen risiko. 
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Perbandingan Capaian Kinerja BKPM dan DPMPTSP Kabupaten Temanggung 

Tahun 2025 

Pada Tahun 2025, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

menetapkan sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal dengan target 

sebesar Rp1.905,6 triliun dan terealisasi Rp1.931,2 triliun, sehingga melampaui 

target yang ditetapkan. 

Sejalan dengan capaian nasional tersebut, DPMPTSP Kabupaten 

Temanggung juga menunjukkan kinerja positif pada sasaran meningkatnya laju 

investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Nilai realisasi investasi PMA dan 

PMDN mencapai Rp1.159 miliar dari target Rp1.150 miliar, serta realisasi proyek 

investasi mencapai 13.586 proyek dari target 5.010 proyek. 

Secara umum, capaian ini menunjukkan adanya keselarasan arah 

kebijakan investasi antara pusat dan daerah, serta kontribusi Kabupaten 

Temanggung dalam mendukung peningkatan realisasi penanaman modal secara 

nasional. Hal tersebut dapat di gambarkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.12 
Perbandingan capaian Kinerja BKPM dengan  

DPMPTSP Kabupaten Temanggung 
Tahun 2025 

 

BKPM DPMPTSP 
Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

Target Realisasi 
Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Sasaran 
Strategis 

Target Realisasi 

1 2 3 1 2 3 

Meningkatnya Realisasi 
Penanaman Modal 

  Meningkatnya laju investasi dan 
kualitas pelayanan perizinan 

  

Nilai realisasi penanaman 
modal 

1.905,6 T 1.931,2 T Nilai Realisasi Investasi PMA 
dan PMDN 

1.150 M 1.159 M 

   Realisasi proyek investasi PMA 
dan PMDN 

5.010 
Proyek 

13.586 
Proyek 

 

Capaian Kinerja sasaran program tersebut tidak lepas dari adanya 

faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.  

Faktor pendorong, antara lain:  

(1) konsistensi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;  

(2) komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga integritas 

pelayanan;  
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(3) optimalisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dan digitalisasi 

layanan; serta  

(4) koordinasi yang baik dengan perangkat daerah teknis dan instansi 

vertikal.  

Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi:  

(1) dinamika regulasi dan kebijakan nasional di bidang penanaman modal 

yang memerlukan penyesuaian cepat di daerah;  

(2) keterbatasan sumber daya manusia pada fungsi teknis tertentu; serta  

(3) fluktuasi kondisi ekonomi yang berpotensi memengaruhi minat 

investasi. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat dimitigasi 

melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta 

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

Secara keseluruhan sebagaimana tersaji pada tabel 3.11 tentang 

capaian sasaran program DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 

2025 bahwa Indiktor Kinerja menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau 

melampaui target yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja program 

dapat dikategorikan sangat baik dan mendukung pencapaian tujuan 

perangkat daerah. 

 
Tabel 3.13 

Capaian Sasaran Program 
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 2025 

 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja 
Sasaran Satuan Target 

 Realisasi Capain Target 
Renstra 

1 Meningkatnya 
Kemudahan 
Berinvestasi 
Program 
Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

Persentase realisasi total 
terhadap target 
inverstasi 

% 90 100 100 98 

2 Meningkatnya 
Jangkauan Promosi 
Penanaman Modal 
Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase Pelaksanaan 
kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 

% 90 100 100 98 

3 Meningkatnya Perizinan 
Berusaha Berbasis 
Risiko 
Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase pelayanan 
perizinan dan non 
perizinan yang bebas 
calo 

% 90 100 100 98 

  Persentase pengelolaan 
data dan informasi 
penanaman modal 

% 90 100 100 98 

4 Terkendalinya 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Persentase 
pengendalian dan 
pengawasan 
penanaman modal 

% 90 100 100 98 



LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

 

63 
 

No. Sasaran Program Indikator Kinerja 
Sasaran Satuan Target 

 Realisasi Capain Target 
Renstra 

Program Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

5 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Perangkat 
Daerah 
Program Penunjang 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Ketersediaan 
Administrasi Keuangan 
Yang Disusun Tepat 
Waktu 

% 90 100 100 98 

  Persentase administrasi 
kepegawaian, umum dan 
jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah yang 
tersedia 

% 90 100 100 98 

  Persentase 
Ketersediaan Capaian 
Kinerja 

% 90 100 100 98 

Sumber: IKPD 2025 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, DInas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 

2025 mendapat anggaran sebesar Rp. 3.576.216.948,- dengan realisasi 

sebesar Rp. 3.248.754.786,- atau 90,84 %. Capaian ini menunjukkan tingkat 

serapan anggaran yang baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

Belanja operasional yang dialokasikan sebesar Rp3.458.891.948 

terealisasi Rp3.141.207.786 atau 90,82%. Komponen belanja pegawai 

menunjukkan realisasi tertinggi, yaitu 92,15%, yang menggambarkan 

optimalnya pemenuhan kewajiban belanja rutin aparatur. Sementara itu, 

belanja barang dan jasa terealisasi sebesar 87,51%, yang mengindikasikan 

adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. 

Adapun belanja modal sebesar Rp117.325.000 terealisasi 

Rp107.547.000 atau 91,67%, menunjukkan bahwa pengadaan peralatan dan 

mesin dalam mendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan telah 

dilaksanakan secara optimal. 

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan anggaran tidak ada hambatan 

dan kendala sehingga tingkat realisasi belanja sebesar 90,84% mencerminkan 

pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan mendukung pencapaian 

kinerja program Tahun 2025. Dapat dilihat dalam tabel  3.14 berikut: 
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Tabel 3.14 
Realisasi Anggaran DPMPTSP 

Tahun 2025 

BELANJA ANGGARAN REALISASI % 

BELANJA DAERAH 3.576.216.948 3.248.754.786 90,84 
BELANJA OPERASIONAL 3.458.891.948 3.141.207.786 90,82 
Belanja Pegawai 2.271.327.152 2.093.032.756 92,15 
Belanja Barang dan Jasa 1.115.564.796 976.175.030 87,51 
BELANJA MODAL 117.325.000 107.547.000 91,67 
Belanja Modal dan Peralatan 
dan Mesin 

117.325.000 107.547.000 91,67 

TOTAL BELANJA 
DAERAH 

3.576.216.948 3.248.754.786 90,84 

 Sumber: CALK DPMPTSP 2025 

 

Alokasi belanja Operasional untuk mendukung Sasaran Strategis 

pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.458.891.948,-.dan capaian 

realisasi belanja sebesar Rp. 3.141.207.786,- atau sebesar 90,82% dari 

total alokasi anggaran belanja lansung untuk mendukung sasaran 

strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 
Tabel 3.15 

Kinerja Anggaran Sasaran Strategis  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 

 

NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 

1 2 3 4 5 

Meningkatnya Proyek Investasi 

I. Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

   

II. Program Promosi Penanaman Modal 76.076.300 75.944.422 99,83 
III Program Pengendalian Pelaksanaan 

penanaman Modal 
25.010.500 24.855.831 99.38 

Meningkatnya Layanan Di Mal Pelayanan Publik (MPP) 
IV Program Pelayanan Penanaman Modal 119.042.000 116.604.024 97,95 
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 
V Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
3.356.088.148 3.031.350.509 

 
90,32 

 TOTAL  3.576.216.948 3.248.754.786 90,82 
Sumber : Laporan keuangan DPMPTSP 2025 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025, total 

anggaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebesar Rp3.576.216.948 

dengan realisasi Rp3.248.754.786 atau 90,82%. Tingkat serapan ini 

menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dalam mendukung 

pencapaian sasaran strategis. 

Pada sasaran Meningkatnya Proyek Investasi, realisasi anggaran 

Program Promosi Penanaman Modal mencapai 99,83% dan Program 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 99,38%, yang 

mencerminkan optimalnya dukungan pembiayaan terhadap peningkatan 

dan pengawasan proyek investasi. 

Pada sasaran Meningkatnya Layanan di Mal Pelayanan Publik 

(MPP), Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi 97,95%, 

menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan perizinan. 

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terealisasi 90,32%, yang mendukung kelancaran fungsi administrasi dan 

manajerial perangkat daerah. 

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran 

strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per 

sasaran strategis di DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai 

berikut 

 
Tabel 3.16 

Kinerja Efisiensi Aggaran per Sasaran Strategis  

NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
%    

Realisasi 
Anggaran 

%  
Capaian 
Kinerja 

Efisiensi%  

1 2 3 4 5 

Meningkatnya Proyek Investasi 

I. Program Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal 

0 100 100 

II. Program Promosi Penanaman Modal 99,83 100 0,17 
III Program Pengendalian Pelaksanaan 

penanaman Modal 
99.38 100 0,62 

Meningkatnya Layanan Di Mal Pelayanan Publik (MPP) 
IV Program Pelayanan Penanaman Modal 97,95 100 0,05 
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik 
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NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
%    

Realisasi 
Anggaran 

%  
Capaian 
Kinerja 

Efisiensi%  

1 2 3 4 5 
V Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 
90,32 100 

 
09,6 

 TOTAL  90,82 100 9,18 
Sumber : Laporan keuangan DPMPTSP 2025 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan baha pada Tahun 2025, seluruh 

program DPMPTSP Kabupaten Temanggung mencapai kinerja 100% 

dengan realisasi anggaran sebesar 90,82%, sehingga menghasilkan 

efisiensi sebesar 9,18%. 

Efisiensi terjadi pada hampir seluruh program, antara lain Program 

Promosi Penanaman Modal (0,17%), Program Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal (0,62%), Program Pelayanan Penanaman Modal 

(0,05%), serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (9,6%). 

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran 

tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam 

pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. 

 

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025, DPMPTSP 

Kabupaten Temanggung juga memperoleh berbagai prestasi dan 

penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan kualitas pelayanan 

yang telah dicapai. Penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perangkat 

daerah dalam meningkatkan kemudahan berusaha, memperkuat tata kelola 

pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam penyelenggaraan perizinan. 

Capaian ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan berkelanjutan 

yang dilakukan, baik melalui inovasi pelayanan, optimalisasi sistem perizinan 

berbasis risiko, maupun peningkatan akuntabilitas kinerja, telah memberikan 

hasil yang positif. Prestasi dan penghargaan tersebut sekaligus menjadi 

motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi 

pada tahun-tahun berikutnya. 
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Tabel 3.17 
Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP  

Kabupaten Temanggung 
Tahun 2025 

No. Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan Skala 
Perangkat 

Daerah 
Pengampu 

1 Top Finalis Inovasi Pelayanan 
Publik 

KEMENPAN-RB NASIONAL DPMPTSP 

2 Predikat PRIMA Evaluasi 
MPP Tahun 2025 

KEMENPAN-RB NASIONAL DPMPTSP 

3 Top 10 Inovasi Jempol Boss 
Menuju UMKM Naik Kelas 
Tahun 2025 

BRIDA JATENG PROVINSI DPMPTSP 

4 Top 10 Inovasi GAMPIL 
Tahun 2025 

BRIDA JATENG PROVINSI DPMPTSP 

5 Kategori A Penilaian AKIP 
Tahun 2025 

PEMKAB. 
TEMANGGUNG 

KABUPATEN DPMPTSP 

6 Peringkat 1 Kategori Website 
Perangkat Daerah Tahun 
2025 

PEMKAB. 
TEMANGGUNG 

KABUPATEN DPMPTSP 

7 Predikat Admin PPID Proaktif 
Tahun 2025 

PEMKAB. 
TEMANGGUNG 

KABUPATEN DPMPTSP 

8 Peringkat Pertama KRENOVA 
Kategori Perangkat Daerah 
Tahun 2025 

BAPPEDA 
TEMANGGUNG 

KABUPATEN DPMPTSP 

9 Peringkat Ketiga KRENOVA 
Kategori ASN Tahun 2025 

BAPPEDA 
TEMANGGUNG 

KABUPATEN DPMPTSP 

Sumber : DPMPTSP  2025 data diolah 

 

 

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, 

DPMPTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya berfokus pada pemenuhan 

indikator kinerja semata, tetapi juga melakukan berbagai inovasi untuk 

meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas. Inovasi 

tersebut diarahkan pada penyederhanaan proses perizinan, pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan koordinasi dan 

pendampingan kepada pelaku usaha. 

Melalui inovasi yang dikembangkan, DPMPTSP Kabupaten Temanggung 

mampu meningkatkan efisiensi waktu layanan, memperluas akses pelayanan 

bagi masyarakat dan investor, serta menciptakan iklim investasi yang lebih 

kondusif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perangkat daerah dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada 

hasil. 
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Gambar 3.3 
Foto Penerimaan Penghargaan Prestasi DPMPTSP 

 

  

  

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan berusaha, 

DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah mengembangkan berbagai inovasi 

yang berfokus pada percepatan layanan, digitalisasi, dan peningkatan kepuasan 

masyarakat. Inovasi tersebut antara lain layanan jemput bola pembuatan NIB 

melalui JEMPOL BOSS, percepatan layanan OSS melalui TUAN KAMI dan 

LAPOR BU!, serta pendampingan usaha melalui GAMPIL dan SIAP TANAM. 

Selain itu, digitalisasi layanan diperkuat melalui SIBARENG, QR CODE 

PBG, dan sistem informasi investasi seperti SIPITE dan POP-INVEST. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan, dikembangkan layanan konsultasi daring 

(LAZOOM, layanan 24/7), survei kepuasan masyarakat (BOSUKMA), serta 

layanan praktis seperti LAYANAN MULTIHELIX. 

Di sisi internal, inovasi seperti NGOBRAS, SIPDEG, dan CAKITAS 

mendukung peningkatan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai. Secara 

keseluruhan, inovasi tersebut mampu mendukung terwujudnya pelayanan yang 

lebih cepat, transparan, dan akuntabel.  Inovasi DPMPTSP dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 3.18 
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 

2024-2025 

 

NO. NAMA INOVASI KETERANGAN 

1. JEMPOL BOSS Kegiatan pembuatan NIB untuk pelaku usaha 
UMKM terutama di luar Kecamatan 
Temanggung untuk mempermudah 
masyarakat dalam pembuatan izin usaha 
(NIB) 

2. KARPARK Memastikan pemohon yang datang ke kantor 
DPMPTSP Kabupaten Temanggung 
mendapatkan kartu parkir agar pemohon 
lebih nyaman dan tenang saat melakukan 
pelayanan di DPMPTSP Kabupaten 
Temanggung 

3. QR CODE PBG Plakat Persetujuan Bangunan Gedung yang 
diterbitkan DPMPTSP tidak lagi diketik 
secara manual terkait data bangunan 
gedungnya, melainkan sudah menggunakan 
QR CODE untuk mempermudah 
pengawasan bangunan gedung 
 

4. NGOBRAS (Ngobrol 
Santai) 

 

Obrolan santai kemajuan kinerja pegawai 
DPMPTSP untuk menumbuhkan rasa 
persaudaraan yang tinggi dan meningkatkan 
kinerja semua pegawai 
 

5. SIBARENG (Sistem 
Informasi Pembayaran 
Retribusi Bangunan 
Gedung) 
 

pembayaran untuk membantu proses 
pembayaran retribusi PBG dengan kode 
bayar yang dikirim ke akun SIMBG 
pemohon secara langsung 

 
6. TUAN KAMI (Waktu 

Anda Kami Hargai) 
 

Pelayanan Penambahan 1 KBLI di OSS-RBA 
khusus untuk UMK hanya membutuhkan 
waktu kurang dari 10 menit 
 

7. LAPOR BU! (Layanan 
Pendampingan OSS 
RBA Badan Usaha) 

 

Membantu pelaku usaha dengan melakukan 
pendampingan pembuatan NIB khusus 
Badan Usaha setiap hari Selasa dan Kamis 
 

8. BOSUKMA (Barcode 
Survey  Kepuasan 
Masyarakat) 
 

Mempermudah masyarakat dalam 
memberikan penilaian kepada DPMPTSP 
dengan memberikan barcode SKM di meja 
pelayanan. 
 

9. CAKITAS (Catatan kaki 
Integritas) 
 

Membubuhi footnote atau catatan kaki untuk 
seluruh surat keluar yang menginformasikan 
bahwa “Pegawai DPMPTSP Kabupaten 
Temanggung dalam menjalankan tugas tidak 
menerima/meminta gratifikasi dan suap” 
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NO. NAMA INOVASI KETERANGAN 

 
10. LAZOOM Layanan Via Zoom 

Pelayanan 24/7bagi masyarakat untuk 
layanan konsultasi secara daring melalui 
aplikasi ZOOM 

11. 24/7 
 

Pelayanan Selain Jam Kerja Via  
Whatsapp 

12. LAYANAN 
MULTIHELIX 
 

Layanan Permohonan Izin tanpa  
turun dari kendaraan 
(Latatur/Layanan Tanpa Turun) 
 

13. SIAP TANAM Aksi Pendampingan Penanaman Modal 
14. GAMPIL Gerakan Pendampingan Pelayanan 

Perizinan 
15. SIPITE Sistem Informasi Potensi Investasi Kabuten 

Temanggung 
16. SIPDEG Sistem Presensi dengan GPS 
17. POP-INVEST Pesan Otomatis Promosi Investasi 

Temanggung 
18. RETALIATE Rekap Data Online dan Terintegrasi 
19. OME GOOD One Minute Education Good 
20. Si KOALA Solusi Kolaboatif untuk Sinkronisasi Data 

Reklame 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara 

umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh sasaran program berhasil 

mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, meliputi 

peningkatan proyek investasi, peningkatan kualitas layanan perizinan di Mal 

Pelayanan Publik, penguatan pengendalian penanaman modal, serta 

peningkatan tata kelola perangkat daerah. 

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja mencapai 90,82% dari 

total anggaran yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,18% dan 

tetap mempertahankan capaian output dan outcome secara optimal. Hal ini 

menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan 

program, serta pengendalian anggaran. 

Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya 

kemudahan berinvestasi, terjaganya integritas pelayanan perizinan berbasis 

risiko, serta semakin baiknya sistem administrasi dan akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah. 

 

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang 

Meskipun capaian Tahun 2025 telah menunjukkan hasil optimal, 

peningkatan kinerja tetap menjadi prioritas ke depan. Strategi yang akan 

ditempuh antara lain: 

1. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, guna 

memastikan keterkaitan yang lebih tajam antara sasaran, indikator, dan 

alokasi sumber daya; 

2. Optimalisasi digitalisasi pelayanan perizinan berbasis risiko, untuk 

meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan; 

3. Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya pada fungsi teknis penanaman 

modal dan pengawasan investasi; 
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4. Penguatan promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis potensi 

unggulan daerah, guna meningkatkan daya tarik investasi; dan 

5. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah serta instansi 

vertikal, dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan dan percepatan 

layanan. 

Dengan strategi tersebut, diharapkan kinerja DPMPTSP pada tahun-

tahun mendatang tidak hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, 

tetapi juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Temanggung. 
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I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 7 8 9 10 12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

30% 30% 20% 20% Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN

20 org/bln Pembayaran Gaji dan Tunjangan 
ASN

 Terbayarnya gaji ASN setiap 
bulan tepat Waktu

 Meningkatnya kinerja ASN  Sekretaris 
DPMPTSP

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

50% 50% Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan

300 Orang Sosialisasi Ketentuan Perundang-
Undangan di Bidang Cukai

 Terlaksananya sosialisasi 
ketentuan Perundang-
undangan

 Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terkait peraturan 
Perundah-undangan

 Sekretaris 
DPMPTSP

Administrasi Umum Perangkat Daerah

10% 50% 20% 20% Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yangDisediakan

12 Paket Penyediaan Sarana Penerangan 
gedung dan alat Listriknya

 Tersedianya sarana 
penerangan gedung dan alat 
listrik lainnya

 Meningkatnya kinerja organisasi  Sekretaris 
DPMPTSP

10% 50% 30% 10% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

12 Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kertas 
dan Cover, Benda Pos Bahan 
Komputer dan Bahan lainnya

 Tersedianaya alat tulis kantor, 
kertas, dan cover serta benda 
pos

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

10% 50% 20% 20% Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan

60 Paket Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Tersedianya barang cetakan 
dan penggandaan

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

20% 30% 30% 20% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

150 laporan - Penyediaan Makan Minum Tamu
 - Penyediaan Makan Minum Rapat
 - Penyediaan Minum pegawai

Tersedianya jamuan makan 
dan minum tamu, minum 
pegawai dan Jamuan Rapat

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

20% 30% 30% 20% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

60 laporan Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar 
daerah

Terlaksananya kegiatan 
koordinasi dan undangan rapat 

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100% Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

9 Unit Pembelian 1 laptop, 1 microwereles, 
3 PC dan 4 Printer

Tersedianya sarana 
penerangan gedung dan alat 
listrik lainnya

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

25% 25% 25% 25% Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

12 Paket Pembayaran Rekening Telepon, 
Listrik dan Air

Terbayarnya tagihan telpon, 
listrik dan air

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

30% 30% 30% 10% Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

15 Unit Servis Peralatan Dan Perlengkapan 
Kantor

Terlaksananya pemeliharaan 
peralatan dan perlengkapan 
kantor

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

25% 25% 25% 25% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

12 laporan Membayar Honor Supporting Staff, 
Lembur, Jasa Pengolahan Sampah, 
dan Bahan Kebersihan

Tersedianya pembayaran honor 
tenaga jasa lainnya, lembur 
pegawai, bahan pembersih, 
bendera, karangan bunga dan 
jasa pengolahan sampah

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO SASARAN
PROGRAM, KEGIATAN, 
DAN SUB KEGAIATAN

INDIKATOR SUB 
KEGIATAN

KETERA 
NGAN

11

TARGET KINERJA 
SASARAN

(%)

3

1 Meningkatnya 
Kualitas Tata Kelola 
Perangkat Daerah 
dalam Pelayanan 
Publik

PENANGG
UNG 

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

I II III IV
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI

6

OUTPUT OUTCOME



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

30% 25% 25% 20% Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya

15 Unit Membayar Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan perizinan 
kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan

Terlaksananya pemeliharaan 
dan pembayaran pajak 
kendaraan dinas operasional 
dan lapangan

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

10% 80% 10% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

3 Unit Menyediakan biaya Pemeliharaan 
peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan 
peralatan gedung kantor

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

100% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yangDipelihara/Direhabilitasi

1 Unit Menyediakan Biaya Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor

Terlaksananya pemeliharaan 
sarana dan prasarana gedung 
kantor

 Meningkatnya kinerja organisasi 
dan pelayanan publik

 Sekretaris 
DPMPTSP

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

100% Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Kesepakatan 
kemitraan antara usaha besar 
dengan UMKM di daerah

2 Perusaha
an

 Kesepakatan kemitraan antara 
usaha besar dengan UMKM di 
daerah

 Terlaksananya kesepakatan 
kemitraan antara usaha 
besar (PMA/PMDN) dengan 
UMKM di daerah

 Meningkatnya kemudahan 
berinvestasi

 Analis 
Kebijakan

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

25% 75% Penyusunan Peta Potensi 
InvestasiKabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Dokumen Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota

 terlaksananya penyusunan 
dokumen peta potensi 
investasi kabupaten/kota

 Meningkatnya kemudahan 
berinvestasi

 Analis 
Kebijakan

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5% 50% 35% 10% Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 
Kegiatan Promosi Penanaman 
Modal Kabupaten/Kota

1 Dokumen  Melaksanakan kegiatan promosi 
penanaman modal

 Terlaksananya kegiatan 
promosi penanaman modal 
daerah kabupaten/kota

 Meningkatnya realisasi investasi  Analis 
Kebijakan

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

75% 25% Penyelesaian Permasalahan dan 
Hambatan yang dihadapi Pelaku 
USaha merealisasikan kegiatan 
usahanya

Jumlah Penyelesaian 
Permasalahan dan Hambatan 
yang dihadapi Pelaku Usaha 
dalam merealisasikan 
Kegiatan Usahanya

8 pelaku 
Usaha

Penyelesaian Permasalahan dan 
Hambatan yang dihadapi Pelaku 
Usaha dalam Merealisasikan 
Kegiatan Usahanya

 Terlaksananya Penyelesaian 
Permasalahan dan Hambatan 
yang dihadapi Pelaku Usaha 
dalam Merealisasikan Kegiatan 
Usahanya

 Terkendalinya pelaksanaan 
penanaman modal

 Analis 
Kebijakan

25% 75% Bimbingan Teknis kepada Pelaku 
Usaha

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mengikuti Bimbingan Teknis/ 
Sosialisasi Implementasi 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Pengawasan 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko

80 pelaku 
Usaha

Melaksanakan Bimbingan Teknis 
kepada pelaku usaha

Terlaksananya bimbingan 
teknis kepada pelaku usaha

 Terkendalinya pelaksanaan 
penanaman modal

 Analis 
Kebijakan

100% Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Telah 
Dianalisa dan Diverifikasi 
Data, Profildan Informasi 
Kegiatan Usaha dari Pelaku 
Dilakukan Inspeksi Lapangan ; 
serta Dilakukan Evaluasi 
Penilaian Kepatuhan 
Pelaksanaan Perizinan 
Berusaha

30 pelaku 
Usaha

Pengawasan Penanaman Modal Terlaksananya Pengawasan 
Penanaman Modal kepada 
Pelaku Usaha yang menjadi 
kewenangan daerah

Terkendalinya pelaksanaan 
penanaman modal

 Analis 
Kebijakan

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2

Meningkatnya 
Proyek Investasi

3 Meningkatnya 
Layanan di MPP

1 Meningkatnya 
Kualitas Tata Kelola 
Perangkat Daerah 
dalam Pelayanan 
Publik



Penyediaan Pelayanan Perizinan 
Berusaha melalui Sistem Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 
Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik

11000 Pemohon Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan terhadap Pelaku Usaha

 Pelaku Usaha mendapatkan 
legalitas perizinan melalui 
pelayanan Online Single 
Submission (OSS)

 Terlaksananya kegiatan 
pelayanan perizinan tepat waktu 

Penelaah 
Teknis 
Kebijakan

Penyediaan dan pengelolaan 
Layanan konsultasi perizinan 
berusaha berbasis risiko

Jumlah Pelaku usaha yang 
Memperoleh Layanan 
Konsultasi Perizinan 
Berusaha melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Terintegrasi secara 
Elektronik

100 Pemohon Menerima aduan dan konsultasi 
secara langsung, melalui sms gate 
way, website dan medsos DPM

 Terlaksananya kegiatan 
layanan konsultasi dan layanan 
pengaduan

 Meningkatnya kemudahan 
berusaha melalui layanan 
konsultasi 

Penelaah 
Teknis 
Kebijakan

3 Meningkatnya 
Layanan di MPP



https://v3.camscanner.com/user/download


TUJUAN DAERAH

SASARAN DAERAH

TUJUAN PD

SASARAN PD

OUTCOME (TUJUAN 
PD)

OUTPUT (Kegiatan) Terlaksananya kesepakatan 
kemitra antara  Usaha besar 
(PMA/PMDN)  dengan UMKM 

di daerah (Dokumen)

Terlaksananya Pembuatan 
Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Pengelolaan 
data dan sistem informasi 

penanaman modal

Indikator Kinerja ;
Jumlah fasilitasi kemitraan usaha 

antara UMKM dengan 
Perusahaan perskala besar

Indikator Kinerja;
Jumlah Dokumen  Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja
Jumlah Pengelolaan data dan 
sistem informasi penanaman 

modal

OUTPUT  (sub 
kegiatan)

Penyusunan Peta potensi 
Investasi Kabupaten/kota

Fasilitasi Kemitraan Usaha 
antara UMKM Milik pengusaha 

OAP dan/atau Masyarakat 
Hukum Adat dengan 

Perusahaan PMA/PMDN yang 
Berskala Besar

Penyelenggaraan 
Promosi Penanaman 
modal yang menjadi 
kewenangan daerah 

kabupaten/kota

Penyusunan Strategi 
Promosi Penanaman 
Modal Kewenangan 

Kabupaten/kota

Penyelesaian   Permasalahan   
dan Hambatan  yang  

dihadapi  Pelaku Usaha       
dalam       merealisasikan 

Kegiatan Usahanya

Bimbingan Teknis 
kepada pelaku usaha

Pengawasan Penanaman 
Modal

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian 
Fasilitas/Insentif Daerah

Penyediaan   Pelayanan   
Perizinan Berusaha 
melalui           Sistem 
Perizinan  Berusaha       

Berbasis Risiko 
Terintegrasi          secara 

Elektronik

Penyediaan       dan       
pengelolaan Layanan      

konsultasi      perizinan 
berusaha berbasis risiko

Pengolahan, Penyajian dan 
Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN

Penyusunan Laporan 
dan Verifikasi 

Keuangan

Pendataan dan 
Pengelolaan 
Administrasi 

Kepegawaian

Penatausahaan 
BMD 

Tersedianya Sarpras Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan dan 
Penganggaran 

Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Jumlah  Fasilitasi Kemitraan 
Usaha antara UMKM  Milik 
Pengusaha  OAP dan/atau 
Masyarakat  Hukum  Adat 

dengan Perusahaan  PMA/PMDN 
yang Berskala Besar

Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen hasil 

Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 

Kabupate/Kota

Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen strategi 

Promosi Penanaman 
Modal Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja 
Jumlah                                 

Penyelesaian
Permasalahan dan        

Hambatan yang       
dihadapiPelaku      Usaha 
dalam      merealisasikan      

Kegiatan
Usahanya

Indikator Kinerja 
Jumlah Pelaku Usaha 

yang Mengikuti 
Bimbingan 

Teknis/Sosialisasi 
Implementasi Perizinan 

Berusaha Berbasis 
Risiko dan 

Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis 

Risiko

Indikator Kinerja;
Jumlah Kegiatan Usaha 
dari Pelaku Usaha yang 

Telah Dianalisa dan 
Diverifikasi Data, Profil dan 
Informasi Kegiatan Usaha 

dari Pelaku DIlakukan 
Inspeksi Lapangan; serta 

DIlakukan Evaluasi 
Penilaian Kepatuhan 

Pelaksanaan Perizinan 
Berusaha

Indikator Kinerja
Jumlah   Kegiatan 
Koordinasi   dan 

Sinkronisasi   Penentapan 
Pemberian   

Fasilitas/Insentif   yang 
menjadi  Kewenangan

Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Jumlah Pelaku Usaha  yang 

Mendapatkan  Pelayanan  
Perizinan Berusaha  melalui  
Sistem  Perizinan Berusaha  
Berbasis  Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik

Indikator Kinerja
Jumlah Pelaku usaha yang 

Memperoleh Layanan 
Konsultasi Perizinan 

Berusaha  melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara 
Elektronik

Indikator Kinerja:
Tersedianya Data dan Informasi 

perizinan berbasis sistem 
pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik 

yang diolah, dikaji dan 
dimanfaatkan

Indikator Kinerja:
Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan 
Keuangan dan 

Dokumen Keuangan 
yang Diverifikasi

Indikator Kinerja:
- Jumlah Dokumen 

Pendataan dan 
Pengolalaan 
Administrasi 

Kepegawaian dan 
Kearsipan

- Jumlah Laporan 
Hasil Audit Kearsipan 

dan Pengelolaan 
Perpustakaan

- Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Indikator Kinerja:
- Jumlah Laporan 
BMD Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah

- Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya

- Jumlah Gedung 
Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilita

si

Indikator Kinerja:
- Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan PD yang 
Disediakan

- Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan

- Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan
- Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu

- Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD
- Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan
- Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan
- Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 

Penganggaran 
Perangkat Daerah 
yang disusun tepat 

waktu

Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
yang disusun tepat 

waktu

Penanaman Modal

 

Indikator : 
Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN (Milyar Rupiah)

CASCADING  DINAS  PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

KABUPATEN TEMANGGUNG

Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman
Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Peingkatan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan

Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Indikator Kinerja:
1. IKM Perangkat Daerah

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya Jumlah layanan di  Mal Pelayanan Publik

Indiktor Kinerja
1. Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (%)

2.  Peningkatan Jumlah Layanan MPP (layanan)

Meningkatnya Proyek Investasi

Indikator Kinerja 
Persentase Realisasi Investasi (%)

Meningkatnya kemudahan berinvestasi Meningkatnya jangkauan promosi penanaman 
modal

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja 
Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)

Indikator kinerja 
Persentase  Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal (%)

Indikator Kinerja:
1. Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu

2. Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia
3. Persentase ketersedian capaian laporan kinerja

Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko

Indikator kinerja
1. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bebas calo (%)

2. Persentase Pengelolaan Data dan S Informasi Penanaman Modal (%)

Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal

Indikator kinerja : 
Persentase penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam 

membuka Usahanya

Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penanaman Modal Perizinan SEKRETARIAT

Indikator Kinerja;
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja;
Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja:
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan  yang 

disusun tepat waktu

Indikator Kinerja:
1. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian,

2. Jumlah laporan Pengelolaan BMD 
3. Jumlah Sarpras  yang tersedia

Indikator Kinerja:
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang 
Tersedia

Indikator Kinerja;
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota



BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Isu Strategis

Final Outcome

Indikator

Ultimate Outcome

Indikator

Intermediate Outcome

Indikator

Immediate Outcome

Indikator

Output

Terlaksananya 

pembuatan peta 

potensi investasi 

kabupaten/kota

Terlaksananya fasilitasi 

kemitraan usaha antara 

UMKM dengan 

Perusahaan berskala 

besar

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Tersusunnya dokumen 

Strategi Promosi 

Penanaman Modal yang 

menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Penyelesaian 

permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi 

pelaku usaha dalam 

merealisasikan kegiatan 

usahanya

Terlaksanyanya Bimbingan 

Teknis/ Sosialisasi  

Implementasi  Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko dan 

Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko

Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan 

pemberian Fasilitasi/Insentif 

Daerah

Terlaksananya Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Terpadu 

Satu Pintu dibidang 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota

Terlaksananya penyediaan 

dan pengelolaan layanan 

konsultasi terhadap perizinan 

berusaha melalui Sisten 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara 

Elektronik

Terlaksananya analisa dan 

verifikasi data, profil dan 

informasi kegiatan Usaha

Indikator Jumlah dokumen peta 

potensi investasi

Jumlah dokumen 

fasilitasi kemitraan 

usaha antara UMKM 

dengan Perusahaan 

perskala besar

Jumlah penyelenggaraan 

promosi penanaman 

modal yang menjadi 

kewenangan daerah 

kabupaten kota

Jumlah penyelenggaraan 

promosi penanaman 

modal yang menjadi 

kewenangan daerah 

kabupaten kota

Jumlah kegiatan usaha 

yang terselesaikan 

permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi 

pelaku usaha

Jumlah Pelaku Usaha       yang 

Mengikuti Bimbingan       

Teknis/ Sosialisasi  

Implementasi  Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko     

dan Pengawasan Perizinan     

Berusaha Berbasis Risiko

Jumlah Dokuemen Kegiatan 

koordinasi dan Sinkronisasi 

Penetapan Pemberian 

Fasilitasi/Insentif Daerah

Jumlah pelayanan 

perizinan dan non 

perizinan secara terpadu 

satu pintu di bidang 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan 

daerah 

Jumlah Pelaku usaha yang 

mendapat pelayanan 

konsultasi terhadap perizinan 

berusaha melalui sistem 

perizinan berusaha berbasis 

risiko terintegrasi

Jumlah Kegiatan usaha dari 

pelaku usaha yang telah 

dianalisa dan diveriikasi 

data, profil dan informasi 

kegiatan usahanya

Terlaksananya pengawasan 

dan pendampingan kepada 

pelaku usaha

Crosscutting dengan 

DPUPR, DPRKPLH, DKP3, 

DINKES, SATPOL PP, 

DINHUP

Terlaksananya pelayanan 

Permohonan perizinan dan 

non perizinan

(crosscutting dengan)

DPUPR, DPRKPLH, DKP3,  

DINKES, DINPERINAKES, 

DINKOPDAG, DINDIKPORA, 

BPKPAD, DINHUB, 

DINKOMINFO, dan 

ATR/BPN

Terpenuhinya data 

UMKM yang akan 

bermitra dengan 

Perusahaan berskala 

besar

Crosscutting dengan 

DINKOPDAG

BELUM MAKSIMALNYA INVESTASI 
Meningkatnya nilai realisasi investasi 

1. Nilai Realisasi Investasi

2. Layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik)

Peningkatan Investasi

1. Meningkatnya Realisasi Investasi  

2. Meningkatnya Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)

Meningkatnya  kegiatan promosi penanaman modal

Persentase pelaksanaan kegiatan promosi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan MPP

1. Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan

2.Jumlah layanan MPP

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

Meningkatnya investasi daerah

Persentase Realisasi Investasi

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan  yang dihadapi pelaku usaha dalam 

membuka usahanya

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan tepat waktu

Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi

Persentase realisasi total terhadap target investasi



PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R SR

1 Jumlah realisasi 

Investasi PMA dan PMDN

Rupiah 2.145.09

2.838.51

8

2.150.0

00.000.

000

2.152.0

00.000.

000

2.155.0

00.000.

000

2.157.0

00.000.

000

2.160.0

00.000.

000

2.162.0

00.000.

000

    2.159.940.588.136 100 V

1 100 V 0 0 0 0

1 Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai 92,27 93 94 95 95,5 96 96,5 94,2 100 V 1. Meningkatkan kualitas pelayanan 
publik;
2. Mendapatkan Masukan dan Kritik;
3. Meningkatkan  Kepercayaan 
Publik;
4. Memenuhi standar pelayanan 
publik;
5. Memenuhi Kebutuhan dan 
Harapan Masyarakat;
6. Sarana dan prasarana yang 
memadai.

1. Perlu peningkatan pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku petugas 
pelayanan;
2. Kesadaran masyarakat yang 
rendah dan kurangnya pemahaman 
terhadap pentingnya survei;
3. Koneksi internet tidak stabil: 
Responden yang mengisi survei 
secara daring terkadang 
menghadapi masalah jaringan 
internet yang buruk, sehingga 
mereka menjadi tidak sabar dan 
membatalkan pengisian survei

Meningkatkan kualitas pelayanan 
melalui aspek seperti 
kemudahan prosedur, 
kecepatan, biaya, kompetensi 
petugas, dan penanganan 
pengaduan

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 69,3 79 83 84 90 91 91,5 81,5 100 V

3 Nilai realisasi investasi PMA 
dan PMDN

Milyar 2,145 2,150 2,152 2,155 2,157 2,160 2,162 100,4 100 V

2,159

2,150

4 Persentase layanan yang 
memenuhi standar waktu 
pelayanan

% n.a 90 92 93 95 97 98 100 100 V

14988

14988

5 Realisasi proyek investasi 
PMA dan PMDN

Proyek n.a 5010 5020 5030 5040 5050 5060 13.586 100 V

13.586                      

Penyebut :  Total jumlah layanan yang diberikan

Pembilang :  Jumlah Proyek investasi yang terealisasi

Persentase Realisasi 
Proyek = Jumlah Proyek 
yang terealisasi dibagi 
jumlah proyek yang 
ditargetkan dikali 100

1. Pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal; 2. 
UMR kompetitif; 
3. Harga tanah kompetitif; Akses 
menuju pelabuhan dan bandara 
dekat;
 4.Sumber daya manusia tersedia;
 5. Angka kriminalitas rendah.

1. Kondisi KPI yang masih 
tersedia berada di dalam dan 
belum ada akses masuk; 
2. Realisasi investasi didominasi 
oleh sektor UMKM, sehingga 
semakin lama potensi realisasi 
investasi mikro kecil semakin 
habis; 
3. Prediksi penurunan minat 
investasi yang dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi global.

Menginventarisir perusahaan 
yang akan melakukan perluasan 
usaha dan melakukan 
pendampingan dalam proses 
perizinan 

JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD

Realisasi Kinerja 

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

ASPEK DAYA SAING  

Realisasi Investasi= 

Realisasi PMA+Realisa

si PMDN

1. Pemberian insentif dan 

kemudahan penanaman 

modal; 

2. UMR kompetitif; 

3. Harga tanah kompetitif; 

Akses menuju pelabuhan dan 

bandara dekat; 

4.Sumber daya manusia 

tersedia; 

5. Angka kriminalitas rendah.

1. Kondisi KPI yang masih 

tersedia berada di dalam dan 

belum ada akses masuk; 

2. Realisasi investasi 

didominasi oleh sektor 

UMKM, sehingga semakin 

lama potensi realisasi 

investasi mikro kecil semakin 

habis; 

3. Prediksi penurunan minat 

investasi yang dipengaruhi 

oleh kondisi ekonomi global.

Menginventarisir 

perusahaan yang akan 

melakukan perluasan 

usaha dan melakukan 

pendampingan dalam 

proses perizinan 

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan
Upaya Percapaian Target 

Kinerja Tahun 2025

Capaian 

s.d TW IV 

2025

Skala Nilai Peringkat 

Kinerja
Rumus 

Pengahitungan 

Indikator

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Kondisi 

Akhir 

2024

Target Kinerja 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

Pembilang 

Penyebut

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Pembilang  : Realisasi Investasi (PMA atau PMDN)

Penyebut : Target investasi (PMA atau PMDN)

Pembilang : Jumlah layanan yang memenuhi standar waktu

1. Komitmen terhadap pemenuhan 
target kinerja
2. Koordinasi dan komunikasi yang 
baik pimpinan dengan staf
3. Inovasi dalam peningkatan kinerja

1. IKU tidak memenuhi kriteria 
SMART (Spesifik, Measurable, 
Achievable, Realistic, Timely).
2. Capaian indikator tidak 
menunjukkan outcome/hasil nyata
3. Dokumen yang tidak lengkap

1. Perbaikan perencanaan 
kinerja yang terinegrasi
2. Penuatan pengukuran kinerja
3. Peningkatan Kualita 
Pelaporan Kinerja (LKjIP)
4. Evaluasi dan monitoin kinerja 
yang konsisten

Nilai realisasi investasi = 
Realisasi Investasi dibagi 
Taret Investasi X 100

1. Pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal; 
2. UMR kompetitif; 
3. Harga tanah kompetitif; Akses 
menuju pelabuhan dan bandara 
dekat; 
4.Sumber daya manusia tersedia; 
5. Angka kriminalitas rendah.

1. Kondisi KPI yang masih 
tersedia berada di dalam dan 
belum ada akses masuk; 
2. Realisasi investasi didominasi 
oleh sektor UMKM, sehingga 
semakin lama potensi realisasi 
investasi mikro kecil semakin 
habis; 
3. Prediksi penurunan minat 
investasi yang dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi global.

Menginventarisir perusahaan 
yang akan melakukan perluasan 
usaha dan melakukan 
pendampingan dalam proses 
perizinan 

Melakukan sosialisasi melalui 
media sosial dan membuat 
konten di Youtube terkait dengan 
proses perizinan

Belum tersosialisasikannya SOP 
secara merata kepada seluruh 
lapisan masyarakat

Adanya Standar Operasional 
Prosedur yang jelas dan pasti

Persentase Layanan 
Tepat waktu : Jumlah 
layanan yang memenuhi 
standar waktu dibagi Total 
Layanan dikali 100



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R SR

Realisasi Kinerja 

No Program No Indikator Kinerja Satuan
Upaya Percapaian Target 

Kinerja Tahun 2025

Capaian 

s.d TW IV 

2025

Skala Nilai Peringkat 

Kinerja
Rumus 

Pengahitungan 

Indikator

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Kondisi 

Akhir 

2024

Target Kinerja 

5.020                        

6 Peningkatan jumlah jenis 
layanan di MPP

Layanan n.a 1 2 3 6 8 8 5 100 V

5

1

0 100 6 0 0 0 0

Meningkatnya 
kemudahan 
berinvestasi

1 Persentase Realisasi Total 
terhadap target investasi

% n.a 90 92 94 96 98 98 100,4 100 V

2,158

2,150

Meningkatnya 
jangkauan promosi 
penanaman modal

2 Persentase pelaksanaan 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal

% 70 90 92 94 96 98 98 400 100,00 V

4

1

Meningkatnya 
perizinan berusaha 
berbasis risiko

3 Persentase Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan 
Bebas Calo

% n.a 90 92 94 96 98 98 100 100,00 V Persentase Bebas Calo = 
Jumlah layanan bebas 
calo dibagi jumlah total 
layanan dikali 100

Pelayanan berbasis online yang 
dapat diakses kapanpun dan 
dimanapun mengurangi GAP antara 
pemohon dengan MPP

Masih adanya pemohon yang 
belum memahami tata cara 
permohonan baik secara online 
maupun hadir fisik di MPP

Melakukan sosialisasi secara 
kontinyu untuk mendorong dan 
meningkatkan pemahaman tata 
cara prosedur permohonan 
layanan kepada masyarakat12.797                      

12.797                      

4 Persentase Pengelolaan 
Data dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal

% n.a 90 92 94 96 98 98 100 100,00 V

1

1

Terkendalinya 
pelaksanaan 
penanaman modal

5 Persentase Pengendalian 
dan Pengawasan penanaman 
modal

% n.a 90 92 94 96 98 98 125 100,00 V

15

12

6 100 6 0 0 0 0

5 100 5 0 0 0 0

11 100 11 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status

Sangat Tinggi 91% ≤ 100%

Tinggi 76% ≤ 90%

Sedang 66% ≤ 75%

Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50%

Program Promosi Penanaman Modal

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  PENANAMAN MODAL

Penyebut : Jumlah Total proyek investasi yang direncanakan/ditargetkann

Pembilang : Jumlah jenis layanan MPP yang teralisasi

Penyebut : Jumlah jenis layanan MPP  yang ditargetkan

JUMLAH INDIKATOR  (IKUPD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD

Persentase Realisasi 
Proyek = Jumlah Proyek 
yang terealisasi dibagi 
jumlah proyek yang 
ditargetkan dikali 100

1. Pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal; 2. 
UMR kompetitif; 
3. Harga tanah kompetitif; Akses 
menuju pelabuhan dan bandara 
dekat;
 4.Sumber daya manusia tersedia;
 5. Angka kriminalitas rendah.

1. Kondisi KPI yang masih 
tersedia berada di dalam dan 
belum ada akses masuk; 
2. Realisasi investasi didominasi 
oleh sektor UMKM, sehingga 
semakin lama potensi realisasi 
investasi mikro kecil semakin 
habis; 
3. Prediksi penurunan minat 
investasi yang dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi global.

Menginventarisir perusahaan 
yang akan melakukan perluasan 
usaha dan melakukan 
pendampingan dalam proses 
perizinan 

Peningkatan Jenis layanan 
MPP = Jumlah Jenis 
layanan MPP yang 
terealisasi dibagi Jumlah 
jenis layanan MPP yang 
ditargetkan dikali 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

RATA-RATA CAPAIAN DPMPTSP

Penyebut : Jumlah Kegiatan pengelolaan data dan informasi yang direncanakan

Pembilang : Jumlah perusahaan yang telah diawasi/dikendalikan

Penyebut : Jumlah seluruh perusahaan yang wajib dilakukan pengawasan/pengendalian sesuai target

JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM

JUMLAH  INDIKATOR DPMPTSP

Keterbatasan Sarana Prasarana 
serta Sumber Daya Manusia dari 
Instansi yang belum bergabung di 
Gerai MPP

Penggunaan Gerai secara 
bergantian untuk mengakomodir 
semua instansi yang telah 
bergabung dapat memberikan 
layanan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat

Persentase Realisasi 
Total terhadap target 
investasi = Jumlah 
realisasi investasi dibagi 
target investasi dikalikan 
100

1. Pemberian insentif dan 
kemudahan penanaman modal; 2. 
UMR kompetitif; 
3. Harga tanah kompetitif; Akses 
menuju pelabuhan dan bandara 
dekat; 
4.Sumber daya manusia tersedia; 
5. Angka kriminalitas rendah.

1. Kondisi KPI yang masih 
tersedia berada di dalam dan 
belum ada akses masuk; 
2. Realisasi investasi didominasi 
oleh sektor UMKM, sehingga 
semakin lama potensi realisasi 
investasi mikro kecil semakin 
habis; 
3. Prediksi penurunan minat 
investasi yang dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi global.

Menginventarisir perusahaan 
yang akan melakukan perluasan 
usaha dan melakukan 
pendampingan dalam proses 
perizinan 

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pembilang : Jumlah Proyek PMA dan PMDN yang teralisasi

Penyebut :Jumlah Proyek yang ditargetkan

Kebutuhan masyarakat terhadap 
layanan satu pintu sangat tinggi, 
sehingga mendorong 
berkembangnya jumlah layanan

Persentase pelaksanaan 
kegiatan promosi = 
Jumlah kegiatan yang 
dilaksanakan dibagi jumlah 
kegiatan yang 
direncanakan

1. Iklim investasi yang kondusif; 2. 
Kerjasama dengan pihak lain

Belum adanya peta potensi 
investasi sebagai bahan promosi

Melakukan kolaborasi dengan 
perangkat daerah terkait untuk 
menyusun peta potensi sebagai 
bahan promosi

Persentase pengelolaan 
data dan sistem informasi 
= jumlah pengelolaan data 
dan sistem informasi yang 
dilaksanakan dibagi jumlah 
pengelolaan yang 
direncanakan dikali 100

Transformasi digital mendorong 
kemudahan dalam pengelolaan data 
dan sistem informasi

Saat ini belum terdapat data 
secara satu pintu karena ada yang 
masih manual dan ada yang sudah 
menggunakan aplikasi sesuai 
dengan ketentuan Kementrian 
Investasi melalui OSS

Menggunakan kertas kerja 
sebagai alat bantu untuk 
merekap data dari perizinan 
yang masih dilaksanakan secara 
manual

Program Pelayanan Penanaman Modal

Penyebut : Jumlah total layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan

Pembilang  : Jumlah kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang telah dilaksanakan

Pembilang ; Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan

Penyebut : Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang direncanakan

Pembilang : Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang bebas dari calo

Persentasi Wasdal 
penanaman modal = 
Jumlah yang telah 
dilakukan pengawasa 
dibagi jumlah yang harus 
diawasi dikali 100

Ketersediaan sistem pelaporan 
kegiatan usaha yang efektif

Belum semua perusahaan 
melakukan pelaporan kegiatan 
usahanya

Melakukan sosialisasi dan 
pendampingan pelaporan LKPM 
kepada pelaku usaha

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
Pertumbuhan Realisasi  Investasi

Bidang Indikator Kerja Satuan

/ Program / Kegiatan Program / Kegiatan
K Rp. K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12            13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25=(8+21) 26 27 28
Jumlah Realisasi Investasi PMA dan 
PMDN

Rupiah 2.152.000.000.000               2.145.092.838.518              2.152.000.000.000              30,00       476,39                      30,00        810,05                      30 607                           10 266                          100            2.159,00                       100 100     4.304,09                        100

A PENANAMAN MODAL 664.364.510                          -                  3.515.477.177                      -                664.364.510                         220.128.800                 13.310.500              3.556        94.708.216               26.228.334              43.972.250             217.404.277                
Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai 96 92               93            92,98       93,01        94,91 96,06 94               476,39                          100 100     2.621,48                        100
Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 85 69               79            -           81,50        -             -            81,5           100 100     100
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Milyar 2162 2,145          2,150       30,00       476,39                      30,00        810,05                      30 607                           10,00 266                          100            2.159,00                       100 100     4.304,09                        100
Persentase layanan yang memenuhi standar 
waktu pelayanan Persen 98 n.a 90            100          -                 -                  -                100            

100
100     100

Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN Proyek 5050 n.a 5.010       5.734       3.408        2.976         1.468       13.586       100 100     100
Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP Layanan 140       132 1 1,00         1                 100 100     100

1
Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal

-                                               -                                      100 100     0 100

Meningkatnya Kemudahan 
Berinvestasi

Persentase Realisasi Total tehadap Target 
Investasi % 98 n.a 90                          -   -            -             100              100 100 100     0 100

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%) 100 100
Predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2 Program Promosi Penanaman 
Modal

7.000.000                               6.957,200                             7.000.000                              76.076.300                   -           72.400.000               -                  3.064.422                480.000                  100            75.944.422                   75.944.422,000            

Meningkatnya jangkauan promosi 
penanaman modal

Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal

% 98 70 90 100           100            100 100     100

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kab.Kota

Persentase promosi penanaman modal % 100 510.842.196                          100 6.957,200                             100 7.000.000                              76.076.300                   100           72.400.000               3.064.422                -                480.000                  100            75.944.422                   100 100     75.944.422                    100

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2 (%) 100 100
Predikat Sangat Tinggi Sangat tinggi

3
Program Pelayanan Penanaman 
Modal

252.403.510                          3.146.031.918                      252.403.510                         119.042.000                 13.310.500              3.556        20.761.797               1.140       43.346.750             116.604.024                97,95                             3.262.635.942              

Meningkatnya perizinan berusaha 
berbasis risiko

Persentase Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Bebas Calo

% 98 n.a 10.116                                   90 100          6.025                        3.519                         2.959                        1.083                       100            9.544                             100 9.544                             100 19.660                            100

Persentase Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal

% 98 n.a 10.959                                   90 100          6.025                        3.519                         2.959                        1.083                       100            9.544                             100 9.544                             100 20.503                            100

Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan secara Terpadu Satu 
Pintu di Bidang Penanaman Modal 
yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

95               3.087.915.744                      252.403.510                         119.042.000                 13.310.500              3.556        20.761.797               37.293.477              116.604.024                98                                   123.579.985                  

Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha secara Elektronik

Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan 
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 
Perizinan berbasis Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Pelaku 
usaha

200.141.091                          10.783       3.139.055.957                      4000 245.403.510                         114.990.500                 6.025       13.310.500              3.519        20.761.797               2.959         37.293.477              1083 41.186.750             13.586       112.552.524                100 112.552.524                 100 112.552.524                  100

Penyediaan dan pengelolaan layanan 
konsultasi perizinan berusaha 
berbasis resiko

Jumlah Orang yang memperoleh layanan 
Konsultasi dan terkelolanya pengaduan 
masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non Perizinan

orang 7.000.000                               176             6.975.961                             100 7.000.000                              4.051.500                     56            37             43               1.891.500                57             2.160.000               193            4.051.500                     100 4.051.500,00                100 11.027.461                    100

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3 (%) 100 100
Predikat Sangat Tinggi Sangat tinggi

4 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal

404.961.000                          369.438.302                         404.961.000                         25.010.500                   -                -                                 1.546.419                 114            23.163.912              -                145.500                  24.855.831                   99                                   394.294.133                  

Terkendalinya pelaksanaan 
penanaman modal

Persentase Pengendalian dan Pengawasan 
penanaman modal

% 100 100             100 75            100           100            100 100 100

Penyelesaian permasalahan dan 
hambatan yang dihadapi pelaku 
usaha dalam merealisasikan kegiatan 
usahanya

Terlaksananya pemantauan Penanaman 
Modal

Kegiatan 
Usaha

11 20.000.000                            149             96.555.250                           0 60.744.000                            -                                      -           -             -                                     -                                       96.555.250                    100

Bimbingan teknis kepada pelaku 
usaha

terlaksananya BIMTEK/ Sosialisasi 
Kemudahan Berusaha Berbasis Resiko

Pelaku 
Usaha

90 63.363.846                            152             217.258.880                         197 222.729.000                         19.333.000                   -           0 918.919 80 18.333.662              -                                -             19.252.581                   100 19.252.581,00              100 236.511.461                  100

Pengawasan Penanaman Modal
Terlaksananya Pengawasan Penanaman 
Modal

Kegiatan 
Usaha

37 20.000.000                            140             55.624.172                           15 121.488.000                         5.677.500                     -           15 627.500                    34 4.830.250                145.500                  100            5.603.250                     100 100 61.227.422                    100

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4 (%) 100,00 100
Predikat Sangat Tinggi Sangat tinggi

B
PENDUKUNG URUSAN 
PERANGKAT DAERAH

3.778.822.334                       72               3.334.395.723                      -                3.848.909.963                      3.356.088.148              763.266.943            -                 685.459.585            3.031.350.509             1.448.726.528              6.365.746.232              

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

-                                               72               3.334.395.723                      -                3.848.909.963                      3.356.088.148              763.266.943            -                 685.459.585            60               932.782.292           3.031.350.509             -             3.031.350.509              
6.365.746.232              

Tersedianya administrasi Keuangan, Umum 
dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

% 100       -                  -                                              100 100 100

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

1.500.000                               -                                              -                                      9               -                                 11             6                 7               33               -                                     100

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
dan Dokumen Evaluasi

Tersusunnya dokumen perencanaan dan 
evaluasi

Dokumen 7            33               -                                              7               -                                              -                                      9               11             6                 7               33               100 33 100

Administrasi Keuangan 2.345.666.263                       72               2.081.446.072                      2.345.666.263                      2.271.327.152              579.744.262            531.715.353            60               659.829.926           63             321.743.215           2.093.032.756             100 92,15                             4.174.478.828              

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN

Orang/bu
lan

2.345.666.263                       216             2.081.446.072                      238          2.345.666.263                      2.271.327.152 51            579.744.262            70 531.715.353            60 659.829.926           63 321.743.215           244            2.093.032.756             100 92,15                             14       4.174.478.828              

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

150.000.000                          598.408.684                         600.000.000                         150.000.000                 -                                 1.050.000                 50.908.650              62.230.750             114.189.400                100 76,13                             712.598.084                  

Sosialisasi Peraturan PerUndang 
Undangan

orang 150 150.000.000                          150             598.408.684                         150          600.000.000                         150.000.000 -           50 1.050.000                 100 50.908.650              62.230.750 150            114.189.400                100       76,13                             10       712.598.084                  

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

147.500.000                          134.193.012                         90.064.700                            100.496.500                 1.858.400                26.904.500               39.711.500              30.644.500             99.118.900                   98,6                                233.311.912                  

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket         Komponen               
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 12 7.500.000                               15               6.811.000                             12 5.000.000                              3.496.500 3               -                                 3                -                                 3                 3.428.000                3               -                                12               3.428.000                     100 98,04                             27 10.239.000                    

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor   
yang Disediakan

Paket 12 35.000.000                            12               29.949.001                           60 30.000.000                            25.000.000 15            -                                 15             7.866.500                 15               7.405.000                15             9.379.000               60               24.650.500                   100 98,60                             72 54.599.501                    

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Paket barang cetakan dan 
penggandaan Paket 12 35.000.000                            12               29.709.250                           60 18.600.000                            20.000.000 15            258.400                   15             7.266.000                 15               6.380.000                15             5.925.000               60               19.829.400                   100 99,15                             72 49.538.650                    

Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Laporan 140 35.000.000                            140             34.843.250                           150 30.000.000                            27.000.000 38            37             7.273.000                 70               12.606.500              6               6.875.000               151            26.754.500                   100 99,09                             291 61.597.750                    

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

I II III IV
Target 2025

s/d 2025

Capaian
Ket.No

RealisasiCapaian

2025 s/d 2025

Target Akhir Realisasi

s/d 2024Rentra (2029) 2025

Realisasi per Triwulan Th. 2025 Realisasi 



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD

Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 35.000.000                            12               32.880.511                           60 6.464.700                              25.000.000                   15            1.600.000                15             4.499.000                 15               9.892.000                15             8.465.500               60               24.456.500                   100 97,83                             72 57.337.011                    

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Jumlah barang milik daerah yang tersedia

-                                              117.325.000                 -                                 107.547.000                0 91,67                             107.547.000                  

Pengadaan sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor atau 
bangunan lainnya

Jumlah sarana dan prasarana pendukung 
gedung kantor atau bangunanan lainnya Unit 21 438.156.071                          117.325.000                 107.547.000           107.547.000                100 100 107.547.000                  

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 455.263.022                         733.179.000                         626.939.496                 176.939.281            100.948.731            152.533.716           97.518.349             527.940.077                25 84,21                             983.203.099                  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah     Laporan     Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat Laporan 12 500.000                                  12               725.000                                 12 3.000.000                              -                                      3               3                 0 100 12 725.000                         

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan  Jasa 
Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet Laporan 12 150.000.000                          12               78.403.919                           12 190.000.000                         155.000.000                 3               22.126.634 3 17.160.535               3 26.305.461              3 15.724.669             12               81.317.299 100 52,46                             12 159.721.218                  

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan  jasa servis 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 12 25.000.000                            12               15.790.000                           12 17.000.000                            20.000.000                   3               2.445.000 3 3.100.000                 3 5.723.000                3 8.600.000               12               19.868.000 100 99,34                             12 35.658.000                    

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Laporan 12 410.000.000                          12               360.344.103                         12 523.179.000                         451.939.496                 3               152.367.647 3 80.688.196               3 120.505.255           3 73.193.680             12               426.754.778 100 94,43                             12 787.098.881                  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

65.084.933                           80.000.000                            90.000.000                   4.725.000                24.841.001               29.798.500              30.157.875             89.522.376                   100 99,47                             154.607.309                  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya Unit 15 85.000.000                            14               46.350.933                           14 60.000.000                            60.000.000                   4               4.725.000                4 11.470.001               4 26.338.500              2,00 17.107.500             14               59.641.001                   100 99,40                             14,00 105.991.934                  

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor/Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  
Kantor atau           Bangunan           Lainnya           
yang

Unit 3 15.000.000                            1                 4.000.000                             1 5.000.000                              5.000.000                     -           -                                 1 1.500.000                 3.460.000                -                           1                 4.960.000                     100 99,20                             1 8.960.000                      

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Gedung Kantor/Bangunan 
Lainnya

Jumlah    Sarana    dan    Prasarana    
Pendukung Gedung  Kantor  atau  Bangunan  
Lainnya  yang

Unit 1 10.000.000                            1                 14.734.000                           1 15.000.000                            25.000.000                   -           -                            11.871.000               1 13.050.375             1                 24.921.375                   100 99,69                             1 39.655.375                    

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1 (%) 100 100
Predikat Sangat Tinggi Sangat tinggi

JUMLAH 4.443.186.844                       4.513.274.473                      3.576.216.948              -           776.577.443            780.167.801            -                  26.228.334              -                43.972.250             -                  3.248.754.786             90,84                             6.365.746.232              143

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 100 90,84                             100

PREDIKAT Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH 100 100

PREDIKAT Sangat Tinggi
955.859.042-            

Faktor pendorong keberhasilan kinerja  : Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan 
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya potensi dan kuantitas pegawai 
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja 
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA

Disusun : Dievaluasi :
      Temanggung,     Januari  2026       Temanggung,    Januari 2026

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  KEPALA BAPPEDA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG,

KABUPATEN TEMANGGUNG

DR. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 197203241992031003

DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina Tingkat I

 NIP. 19740508 200312 1 008
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 

4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 374); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); 

6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI 

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 

 
KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Hasil Evaluasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagaimana 

dimaksud pada Diktum Kesatu disusun berdasarkan predikat 

dan abjad. 



 

30 Desember 2025 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI NOMOR 1346 TAHUN 2025 

TENTANG 

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN 

MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 

 
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN 

MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025 

 

NO. PEMERINTAH DAERAH PREDIKAT 

1. Kabupaten Dharmasraya PRIMA 

2. Kabupaten Temanggung PRIMA 

3. Kabupaten Wonosobo PRIMA 

4. Kota Banjarmasin PRIMA 

5. Kota Padang PRIMA 

6. Kota Tegal PRIMA 

7. Kabupaten Banggai Kepulauan BAIK 

8. Kabupaten Bangka BAIK 

9. Kabupaten Bangka Tengah BAIK 

10. Kabupaten Bangli BAIK 

11. Kabupaten Banjarnegara BAIK 

12. Kabupaten Banyuasin BAIK 

13. Kabupaten Belitung BAIK 

14. Kabupaten Bengkulu Selatan BAIK 

15. Kabupaten Bogor BAIK 

16. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara BAIK 

17. Kabupaten Bulukumba BAIK 

18. Kabupaten Dompu BAIK 

19. Kabupaten Gianyar BAIK 

20. Kabupaten Gowa BAIK 

21. Kabupaten Gunung Mas BAIK 

22. Kabupaten Indramayu BAIK 

23. Kabupaten Jembrana BAIK 

24. Kabupaten Jombang BAIK 

25. Kabupaten Kampar BAIK 

26. Kabupaten Katingan BAIK 

27. Kabupaten Kaur BAIK 

28. Kabupaten Kayong Utara BAIK 

29. Kabupaten Kepahiang BAIK 

30. Kabupaten Klungkung BAIK 

31. Kabupaten Kolaka Utara BAIK 
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NO. PEMERINTAH DAERAH PREDIKAT 

32. Kabupaten Konawe Selatan BAIK 

33. Kabupaten Labuhanbatu Utara BAIK 

34. Kabupaten Lampung Barat BAIK 

35. Kabupaten Landak BAIK 

36. Kabupaten Lombok Barat BAIK 

37. Kabupaten Luwu BAIK 

38. Kabupaten Majalengka BAIK 

39. Kabupaten Manggarai Barat BAIK 

40. Kabupaten Mesuji BAIK 

41. Kabupaten Muaro Jambi BAIK 

42. Kabupaten Ngawi BAIK 

43. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur BAIK 

44. Kabupaten Pesisir Barat BAIK 

45. Kabupaten Polewali Mandar BAIK 

46. Kabupaten Pringsewu BAIK 

47. Kabupaten Pulang Pisau BAIK 

48. Kabupaten Rejang Lebong BAIK 

49. Kabupaten Rokan Hulu BAIK 

50. Kabupaten Sarolangun BAIK 

51. Kabupaten Serang BAIK 

52. Kabupaten Siak BAIK 

53. Kabupaten Sikka BAIK 

54. Kabupaten Situbondo BAIK 

55. Kabupaten Solok BAIK 

56. Kabupaten Subang BAIK 

57. Kabupaten Sukabumi BAIK 

58. Kabupaten Sukamara BAIK 

59. Kabupaten Tabanan BAIK 

60. Kabupaten Tana Tidung BAIK 

61. Kabupaten Tanah Datar BAIK 

62. Kabupaten Timor Tengah Selatan BAIK 

63. Kabupaten Trenggalek BAIK 

64. Kota Bandar Lampung BAIK 

65. Kota Depok BAIK 

66. Kota Dumai BAIK 

67. Kota Kendari BAIK 

68. Kota Kupang BAIK 

69. Kota Langsa BAIK 

70. Kota Makassar BAIK 

71. Kota Manado BAIK 

72. Kota Medan BAIK 

73. Kota Padang Panjang BAIK 

74. Kota Pekalongan BAIK 

75. Kota Pematangsiantar BAIK 

76. Kota Pontianak BAIK 



 



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
   hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251224GWYE
• Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan
   biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/584/M.PP.02/2025 31 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik Tahun 2025

Yth.
Bupati Temanggung
di
Tempat

Kebijakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya
strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan Reformasi Birokrasi
yang  berdampak,  sebagaimana  amanat  Peraturan  Presiden  Nomor  89  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik.  Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  MPP  yang
terselenggara, pada Tahun 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi  melalui  Deputi  Bidang  Pelayanan  Publik  kembali  melaksanakan  evaluasi  terhadap
penyelenggaraan MPP, secara khusus pada 106 Lokus MPP, yang terdiri dari 97 MPP yang baru
terbentuk  pada  tahun  2024  dan  9  MPP  lokus  prioritas  pembinaan  Kementerian  PANRB,
sebagaimana daerah Saudara termasuk di dalamnya.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  bersama  ini  kami  sampaikan  hasil  evaluasi  dan
rekomendasi  perbaikan terhadap kinerja  penyelenggaraan MPP sebagaimana terlampir.  Kami
berharap Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi dimaksud melalui penyusunan rencana
aksi  peningkatan kinerja  MPP yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian PANRB
melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, guna mendorong penyelenggaraan pelayanan publik
yang berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan.

Demikian  disampaikan,  atas  perhatian  dan  kerja  sama Saudara,  kami  mengucapkan
terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau    hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251224GWYE
• Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan    biaya, agar dilaporkan
melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

 
         

        

  

LEMBAR HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN​
MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2025 

 

 

         

      

  

 SKOR AKHIR  
 

91.47 

 

 PRIMA  

 

  

      

         

   

DIMENSI 
 

 

REKOMENDASI 
 

 

     
    

Keuangan Pengelola MPP mengoptimalkan penyewaan aset daerah di lingkungan 
MPP kepada pihak swasta/mitra strategis pemerintah sesuai 
Perda/Perkada yang berlaku, untuk mendukung peningkatan PAD 

Proses Internal Pengelola MPP menyusun mekanisme pelayanan (proses bisnis) yang 
terintegrasi secara umum diterapkan kepada seluruh gerai di MPP, 
diantaranya meliputi sistem antrean, penyerahan dokumen, integrasi 
data antar layanan, hingga penyelesaian layanan, guna memastikan 
akuntabilitas dan kemudahan layanan di MPP. 

 

 

         

 



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau    hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 251224GWYE
• Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan    biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di
lapor.go.id.

M A L  P E L AYA N A N  P U B L I K
K A B U PA T E N  T E M A N G G U N G

Piagam Penghargaan
Diberikan Kepada:

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI

Rini Widyantini, SH., MPM.

Pemerintah Daerah Penyelenggara Mal Pelayanan Publik
Kategori Prima 

Sebagai:

JAKARTA,  DESEMBER 2025
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